PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Agams, periu
dilakukan penyederhannan strukiur organisasi dan
tata kerja Kementerian Agama;

bahwa  penyederhannan  struktur  organisasi
Kementerian Agams scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, telah mendapat persstujuan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sesuai dengan sural Nomor
B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;

bahwa Peraturan Menieri Agama Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama: sudah tidak sesual dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan organisasi sehingga periu
diganti,

bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, perlu
menetapkan Peraturan  Menteri Agama  tentang
Organisasi dan Tats Kerjn Kementerian Agama;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indotiesia Tehun 2015 Nomor 168);

MEMUTUSKAN;

: PERATURAN MENTERI ACAMA TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.



BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesaty
Kedudukan

Pasal 1
(1) Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri,

Bagian Kedua
Tugss

Pasal 2
Kementerian Agama munptmynl tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pesal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanasn I:el:ijalmn oi
bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pmyelunw haiji
dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

b,  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinasn, dan
pemberian dukungan administrasi kepada ssluruh
unsur organisasi pada Kementerian Agama;

¢. pengelolaan barang milik/kekayaan I‘H.'.gﬂ.l‘l YANg

t. pengawasan  atas  pelaksansan tugas pada
Kementerian Agamas;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksandan urusan Kementerian Agama di dacrah;

f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah;

g€ peinksanasn pendidikan, pelatthom, penelitian; dan
pengembangan di bidang sgama dan keagamann;

h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
dan

1. pelaksanaan dukungnn substantf kepeda seluruh
unsur organisasi pada Kementerian Agama.

BABII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1} Susunan orgamisasi Kementerian Agama terdin stas
11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
n. Seckretariat Jenderal;
b. Direktoral Jenderal Pendidikan Islam:
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¢. Direktorat Jenderal Penyelenggarman Haji dan
Umrah;

d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masvarakat Islam;

o. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakst
Kristen;

. Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarukat
Hatohk;

B Dirn:t;ﬂm'at Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu;

h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarukat
Buddha;

L. Inspektorat Jenderal;

J- Badan Penelittan dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pélatihan; dan
k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

(2] Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
‘Menteri cibantu oleh 3 (tiga) stal ahli dan 2 (dua)
pusat.

(3) Staf shli scbagaimana dimalsud pada ayat [2) terdiri
atns!

a. Swmf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Keagamaan;

b.  Staf Ahli Bidang Manajemen Kormuniknsi dan
Informams; dan

c, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

(%) Pusat sebsgeimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
alnn:

a. Pusal Kerukunan Umat Beragama; dan
b.  Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB I
SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5
(1) Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu
pimpinan yang beradd di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2} Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal.

Pasal 6
Seliretariat Jenderal mempunyai tugas menyelengrarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan sadministrasi kepada seluruh unit organisasi di
Kementerian Agama.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
4. koorcinasi kegiatan Kementerian Agama;
b. koordinasi dan penyusunien rencana, program, dan
anggnran Kementerian Agama;
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¢. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahnan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Kementerian Agamas

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

€. kootdinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangen serta pelaksanaan advokasi hukum:

. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekaynan
negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

g pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal B
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Biro Perencanaan;
Biro Kepegawaian;
Biro Keuangar dan Barang Milik Negara;
Biro Organisasi dan Tata Laksana;
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
Biro Umum; dan
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

BAAn TR

Pasal 9

Biro Perencanman mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi das penyusunan rencana strategis,
program, kegiatan dan anggaran, cvaluasi, pelaporan
perencanaan, pengembangan sistemn, data perencanaar,
dan pemantavan pelaksanasn kebijnlan pada Kementerian
Agama sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimeksud dalam

Pasal 9, Biro Perencanaan menyvelenggarakan fungsi:

8. koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rercana
sirategis, rencana kinerja, perjanjian kinerjs, dan
rencana anggaran Kementerian Agama dan Sekretariat
Jenderal;

b. koordinasi dan sinkronisasi pengelolpan  dsta
perencanaan  program, kegiatan, dan  anggaran

€. koordinasi den sinkronisasi perencannan program,
kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama pusat dan
dacrah;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan, rencana strategis, rencana kinerja,
perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian
Agama; dan

e. pelaksansan urusan tata usaha dan rumah tanggn
biro,



Pasal 11
Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:
.  Subbagian Tuta Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12
Subbagian Tata Usaha sebagaimans dimaksud Pasal 11
hurul 8 mempunyai tugas melaloukan pelayanan urusan
persuratan, perencansan, kepegawalan, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milik negars, kerumahtanggaan,
kearsipan, dats, dan dokumentasi bire,

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian

Pasal 13
Biro Kepegawainnm mempunysi tugas melaksanakan
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian dan
pEOyISUnEn bahan pembitnun, ABEIMEn, dan
pengembangan pegawal pada Kementerian Agama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Biro Kepegawaian menyelonggarakan fungsi:
a. pengelolaan data dan naskah kepegawaian,
b, pengémbangan sistem dan layanan informasi

kepegawaian;
€. penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
d. pelaksanaan uwmsan promesi dan mutasi jabatan
pimpinan tinggi, sdministrasi, dan fungsional;
pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan
pegawai,
pelaksanaan pemberian penghargnan pegawai;
pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai;
pelaksansan urusan pembinaan dan pengembangan
pegawai;
J.  koordinasi pengelolaan administras| penilaian kinerja
dan disiplin pegawai; dan
k. pelaksansan urasan tata usaha dan rumah tangea.

chl

-

Pasal 15
Susunan organisasi Biro Kepegawainn terdiri atas;
4. Subbagman Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16
Subbagian Tata Usaha sebagaimena dimaksud Pasal 15
hurufl a mempunyal tugas melakukan pelayanan unisan
persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketalalaksanaan,
kevangan, barang millk negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.



Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 17

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan,
pelaksanaan anggarun, pengelolann penerimaan negara
bukan pajak dan badan layanan umum, barang
milik/kekkayaan  negara, akuntansi, dan pelaporan
keuangan pada Kementerian Agama  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas scbagnimana dimaksud dalam
Pusal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

@. pelaksanann bina perbendaharsan dan pelaksansan
HNggaran,

b. pembinaan pengelolaan penerimaan tiegara bukan
pajek dan badan layanan umum;

c. pelaksanaan bine pengelolaan barang milik/kekayaan
negara;

d. pelaksanasn bina akuntansi dan pelaporan keunngan
dan barang milik/kekayaan negara; dan

e, pelaksansan urusan tata usaha den rumah tingga
bira.

Pasal 10
Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik
Negara terdiri atas:
. Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan
Pengendaliun Barang Milik Negara;
b, Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20
Bagian Penatausahaasn, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 hurul a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan  pembinaan, koordinasi, dan administrasi
penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara.

Pasal 21
Ddlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan
Pengendaliun  Barang Millkk Negara menyelenggarakan
fungsi:
@&. penyispan bahan  pembinaan  penstausahaan,

milik/kekayaan negara;

b, penyiapan  bahan  koordinasi penatausahaan,
penghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara; dan
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c. pelaksanaan urusan administrasi penatsusahaan,

penghapusan, dan pengendalian barang
milik/kekayaan negara.

Pasal 22
Bagian Penatnusahaan, Penghapusan, dan Pengendalian
Barang Milik Negora terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 23
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, perencanaan, kepegawnian, ketatalaksanaan,
keuangan, barang milk negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro,

Bagian Keenam
Biro Organisasi dan Tuta Laksana

Pasal 24
Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, dan koordinasi penatasn
orgamisasi, penatsan (ata laksana, dan evaluasi kinerja
organisasi, sertn fasilitasi pelaksansan reformasi birokrasi
pada Kementerian Agama sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Biro Organisasi dan Tata Laksana
mnyahnggmlmn fungni:
pembinaan, evaluasi, dan  koordinasi penataan
organisasi;
b. pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan tata
laksana;
e, par;uhkilmn dan evaluasi pelaksannan pelayanan
publik,
koordinasi penyusunan nagkah pimpinan;
koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi;
. pembinaan, evaluasi, dan HKoordinasi pelaksanaan
evaluas: kinerja organisasi;
2. koordinasi penyelesaian tindak lanjut  hasi]
pengawasan; dan
E-Ja.k-aanm urusan teta usaha dan rumah tangga
ro.

o

Pasal 26
Susunsn organigsasi Biro Orgenisasi dan Tata Laksana
terdir] atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf & mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan
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persuratan, perencanasn, kepegawaian, ketatalaksansan,
keuangun, barang mililk negara, kerumnhtanggoan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.

Bagian Ketyjuh
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 28
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyal tugas
meleksanakan  penyusunan  rancangsn  peraturan
perundang-undangan, rancangan peraturan dan
keputusan menteri, penyuluhan dan advokasi hukum,
serta urusan kerja sama luar negeri sesuai dengan
ketentuan permturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Biro Hukum dan Kerja Sams Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
4. penyusunan rancangan peraturan  perundang-

undangan serta naskah perjanjian;
b, penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
mentert;
penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;
pengelolaan penyelesaian kasus aset kementerian;
pengelolaan kerja sama luar negeri,
pendokumentasian  peraturan  perundang-undangan;
dan

pelaksanaan urusan tate usaha dan rumah tangga
bira.

spep

®

Pasal 30
Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar
Negen terdini atas:
A. Subbagian Tata Usahsa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf & mempunyai tugas melakukan pelaynnan urusan
persuratan, perencanann, kepegawaian, ketatalaksannan,
keuangan, barang milik negara, kerumahtangeaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro.

Bagian Kedelapan
Biro Umum
Paszal 32
Biro Umum mempunval tupas melaksanakan urusan
ketatausahaan, kerumahtanggsan, kearsipan,

keprotokolan,  perlengkapan Sekretariat  Jenderal,
pemeliharaan barang milik negara Kementerisn Agama
pusat, dan pengelolaan layanan pengadaan batrang/jasa
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



Pasai 33

Dalam melaksanakan tugeas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanann wurusan {ata usaha pimpman dan
keprotokolan,

b, pelaksanman urusan persuratan dan kearsipan;

c. penviapan  hahan  pengelolaan  perlengkapan
sekretariat jenderal;

d. pelaksanaan wurusan rumah tangga Kementerian
Agama pusat;

¢. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara;

. pengrlolaan layanan pengadaan barang dan jasa; dan

g pelaksanasn urusan tatn usaha dan rumah tangpa
biro.

Pasal 34
Busunan organisasi Biro Umum terdiri atas;
a. Bagan Tata Usaha Pimpinan;
b. Bagan Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa;
dan

e, Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Bagian Tata Ussha Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf & mempunysi tugas melnksanokan
penyiapan bahan urusan tata usaha menteri, tata usaha
sckretaris  jenderal, tata ussha staf ahli, urusan
keprotokolan, urusan dalam, periglanan dinas, layanan
keamanan dan ketertiban, serta urusan tata usaha dan
rumah tangga biro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyclengparakan
fungai.
pelaksanoaan urusan tatn usaho menteri;
pelaksanaan urusan tata usaha sekretaris jenderal;
pelaksanaan urusan tata usaha swafl ahli;

urusan keprotokolan;
penyiapan bahan penyusunan risalah rapat pimpinan;
penyiapan bahban administrasi perjalanan  dinas
pimpinan;
pelayanan urusan dalam;
pelaksanann layanan keamanan dan ketertiban, dan
pengelolaan urusan tats usaha dan rumah tangga
biro.

oD o

e

Pasal 37
Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha Menteri;
Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
Subbaginn Tata Usaha Staf Ahli;
Subbagian Protokol; dan
Subbsagian Urusan Dalam.

i

B an
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Pasal 38

(1) Subbaginn Tata Usaba Menteri sebagaimana dimaksud
dolam Pasal 37 hurul 8 mempunyai tigas melakukan
pelayanan  urusan  tata usaha menteri, dan
penyusunan risalah rapat pimpinan.

(2] Subbagian Tata Usaha  Sekretaris Jenderal
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b
mempunyal tugas meloloikan pelayanan urusan tata
usaha Sekretaris Jenderal dan penyusunan risdlah
rapat pimpinan.

(3) Subbagian Tata Usaha Stal Ahl scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ mempunyai lugas
melakukan pelayanan urusan tata usaha Staf Ahli.

(4) Subbagian Protokol schagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 hurul d mempunyai tugas melakukan urusan
keprotokolan dan penerimaan tamu pimpinan.

(5) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
layanan urusan dalam,

Pasal 39
Bagian Periengkapan dsn  Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b
mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan  bahan
pengelolann  perlengkapan  Sekretariat  Jenderal dan
pengelolaan layanan pengadsan barang dan jasa.

Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Bagian Perlengkapan dan Pengadean
BB.mngHm menvelenggarakan fungsi:
4. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pengadaan barang dan jasa; dan
b. pengelolann layanan pengadasn barang/jssa.

Pasal 41
Seliin menyelengparakan fungsi sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 40, dalam pelaksanaan tugas scbagai Unit
Kerja Pengadasn Barang/Jasa berdasarkan Kketentuan
peraturan perundang-undangan, Bagian Perlengkapan dan
Ftumﬂm Barang dan Jasa juga menyelenggarakan
fi
pengelolaan pengadaan barang/jasa;
h. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronil
c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagasn
pengadaan barung/jasa; dan
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 42

Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Baginn Kesermbilan
Biro Hubungan Masyarakat, Datas, dan Informasi

Pasal 43
Biro Hubungan Masyarakat, Dats, dan Informasi
mempunyn: tugas melaksanakan pembinaan, pengololann
dan penyelenggaraan serta evaluasl di bidang hubungan
masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan
ketentuun persturan perundang-undangan,

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Biro Hubungan Masyaraksat, Data, dan Informasi

menyelenggarakan fungsi: _

a.  perutnusan kebijakan operasional di bidang hubungan
masyarikat, data, dan teknologi informasi;

b. pelaksansan hubungan dengan lembagn Negara,
lembaga pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;

€. pengumpuian, pengolahan, dan penyajlan data dan
tekriologi informasi di bidang agama;

d. koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di
bidang agama;

¢. pelaksanaan pengembangan teknologi informatika dan

munikasi;

f.  pemberian layanan informasi di bidang agama:

8  pemberian bimbingan tcknis dan evaluasi di bidang
hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi;

h. pendokumentasian  kegiatan  kementerian  dan
pimpinan; dan

. pelaksanasn urusan tata usaha dan rumah tangga
hiro.

Pasal 45
Susunan orgamsasi Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan
Informasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 46
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 huruf a mempunyai tiugas melakukan pelayanan urusan
persuratan, percncanaan, kepegawaian, ketatalaksanamn,
keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi biro,

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN JSLAM

Baginn Xesatu

Pasal 47
(1] Direktorat Jenderu! Pendidikan Islam  merupakan
unsur pelaksana ysng berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri,
{d) Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam dipimpin oleh
Direktur Jenderal,
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Pasal 48
Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pendidikan lslam sesuasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam
menyelenggarakan fungsi:
8. perumusan kebjjakan di bidang pendidikan madrasalh,
diniyah, pondok pesantren, pendidikan agatna lslam,
dan pendidikan tinggi keagnmaan [siam;

madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan
agama Islam, dan pendidiltan tinggi keagamaan lslam;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan  madrasah, diniyah, pondok pesantren,
pendidikon agama Islam, dan pendidikan tinggi
keagamaan Islam;

e. pelaksansan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidiken madmasah, diniyah, pondok
pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan
tinggt keagamaan Islam;

. pelaksanaan  administrasi  Direktorat  Jenderal
Pendidikan Islam; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri,

Bagian Kedua
Susiunan Organisasi

Pasal 50
Susunan organisasi Dircktorat Jenderal Pendidikan lslam
terdiri alas:
a.  Sckretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah;
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagnmaan [slam;
Direkitorat Pendidikan Agama lslam; dan
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,

Bagian Ketiga
Sekretariat Dircktorat Jenderal Pendidikan Islam

p o

Pasal 51
Sckretariat  Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
selurubt unit organisasi pada Dircktorat Jendera]l sesuai
dengan ketentuan peraturian perundang-undangan.
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Pasal 52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Sekretariat Dlmktumt Jenderal Pendidikan [slam
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencans, program,
kegiatan, dan angearan;
b. koordinasi pemantsusn dan evaluasi  rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;
c. pengelolasn  uriisan keuangan dan  barang milik
negara,
pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
pengelolann  administrasi kepegawaian dan  hina
pengembangan karier pegawal;
koordinasi dan pelaksansan kerja sama bidang
pendidikan [slam,
penyusunan  mNCRNgAn  peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;
pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubtingan
miasyarakat;
}»  pelaksanaan urisan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan
k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

~ pa

-

Pasal 53
Susunan organisasi  Sekretariat  Dircktorat  Jenderal
Pendidikan [slam terdiri atas:
a, Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54
Bagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharsan barang
milik negara pada direktorat jenderal.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugns sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 54, Bagian Umum dan Bamang Milik Negam
menyelenggarakan fungsi:
i, pelaksandan urussan Ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggoan;
c. pengelolaan dan pelaksanaan urusan periengkapan;

dan

d. penyilapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 56
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional
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Bagian Keempat
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah

Pasal 57

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah mempunyal tugas melaksanakan
perumusan dan pelsksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswasn
madrasah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagnan, dan
Resiswaan Madrasah menyelenggarakan fungsi:

€,

perumusan  kebijakan  di  bidang  kurikulum,
kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana,
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerja sams, sarana dan
prasarana, kesiswaan, pendanasn, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madmsah;
peningkatan  kualitas pendidikan karakter peserta
didik Raudlatul Athfal dan Madrasah;

fasilitasi sarana dan prasarana serta pendansan
pendidikan Raudiatul Athfal dan Madrasah;

[asilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

Raudlatul Athfal dan Madrasah;
penyusunan norma, standur, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, kelem ., kerja samm, sarana

dan prasurana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, kelembagaan, kerjo sama, sarana dan
prasarana, kesiswsan, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudiatul Athfal dan Madrasah;
ptlaksansan evaluasi dan laporan di  bidang
kurikulum, kelembagaan, kerjn sama, sarana dan
prasarana, kesiswann, pendanaan, dan tata kelola
pendidikan Raudlatul Athfa) dan Madrasah; dan
pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 59

Susunan organisasi Dircktorat Kurikulum, Sarana,

Kele
.

ntany

mbagaan, dan Kesiswaan Madrasah terdiri atas:
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi:
Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;
Subdirektorat Kesiswaan;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jubatan Fungsional,
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Pasal 60

Subdirektorat Kurikalum dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penylapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijnkan, penyusunan norma, e:nmhr.
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan
fasiitasi penjaminan mutu, serta evaluasi  dl bidang
kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudlatul Athfdl dan
Madrasah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ©0, Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi

menyehnggamkmﬁmgui.
penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madmsah;

b. penyviapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan
penilaian pada pendidikan Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

€ penylapan behan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pembelajaran dan penilalan pada
pendidikan Roudiatul Athfal dan Madrasah;

d. penvispan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pembeldjaran dan penllaian pada
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

¢  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan
Raudlatul ﬁthfaldanl{aﬂraaah

Pasal 62
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdifd  atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Fasal 63

Subdirektornt  Sarana dan  Prasarana scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 hurufl b mempunyai tugss
melaksanakan penyiapan perumnusan, koordinasl, dan
pelaksanaan kebljekan, penyusunan penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,
fasihtas1 penjaminan mutu, dan evaluasi Ji bidang sarana
dan prasardnsa Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 64
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Subdirektorat Sarana dan Prasarana
rnmyclmmmhn fungsi:
penyizpan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaun kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah;
b.  penyiapan bahan penyusunan norma; standar,
prosedur, mmmmhmmdmm
pendidikan Raudiatul Athfal dan Madrasah;
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€. penylapan bahan fasilitesi pelaksanaan penjaminan
mund di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlarul Athfal dan Madrasah;

d. penyiapan bahan pelaksanean bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

¢ peényiapan bahan pelaksanaan evatuasi dan laporan di
bidang sarana dan praserann pendidikan Raudlatul
Athful dan Madrasah.

Pasal 65
Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdi atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinani, dan
pelaksanaan  kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan muty, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerja sama Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 67
Palam melaksanakan tugas sebagnimana dimakeud dalam
Pasal 66, Subdircktorat Kelembagean dan Kerja Sama
menyelenggarikan fungsi:
9. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanpan kehijakan teknis di bidang kelem
dan kerja sama pendidikan Raudlatil Athfal dan
Madrasah;

b.  penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan krteria di bidang kelembagaan dan
kerja sama  pendidikan  Raudlatul  Athfal  dan
Madrasah;

¢ penyiapan bahan fasilitssi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang kelembagaan dan kerja sama
perididikan Raudlatul Athfal dan Madrasah

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan dan kerja samn
pendidilan Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan

e. penyiapan bahan pelaksanann evalugsi dan laporan di
bidang kelembagann dan kerja sama pendidikan
Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 68
Subdirektorat Kelembagsan dan Keria Samsa terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69
Subdirektorat Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 hurf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksansan
kebijakan, penvusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan
musy, dan evaluasi di bidang kesiswaan, pembinaan bakat,
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minat, dan prestasi, serta pengelolaan beasiswa dan
bantaan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69, Subdirektorat Kesiswaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyispan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiswaan,
pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan
bantuan pendidikan siswa Raudlaiul Athfal dan
Madrasah;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan  kriteria di bidang kesiswaan,
pembinean bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan
bantuan pendidikan sisws Raudlatul Athfal dan
Madrasah;

€. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat,
prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa
Raudlatul Athfal dan Madrasah;

d. penyapan bahan pelaksanssn bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kesiswasn, pembinaan bakat,
minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan
siswa Raudlatul Athfal dan Madmasah: dan

€. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laperan di
bidang kesiswaan, pembinaon bakat, minat, prestasi,
beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudiatul
Athib! dan Madrasah.

Pasal 71
Subdircktorat Kesiswaan terdifi atas Kelompok Jabhatan
Fungsional.

Pasal 72

(Il Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 hurul ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanann,
kepegawaian, Ketataloksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2] Subbagian Tata Usaha sebagaimans dimaksud pada
ayat (1), dalam melnksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretaniat Direktorat Jenderal dan

sccara  operasional bertanggung jawab  kepada

dimmktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Pasal 73

Direktorat Guru dan Tenagn Kependidikan Madrasah
mempunyad tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi, dan pengawasan
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pengembangar: kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru
dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasalh Tsanawiyah, dan Madrasah
Allyah/Madrasah Alivah Kejuruan scsuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 74

Dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Dircktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah menyclenggarakan fungsi:

perumusan  kebijakan di  bidang pengembangan
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiynh, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah /Madrasah Alivah Kejuruan; _
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;
penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan serta pengendalian formasi guru dan
tenaga kKependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawivah, dan Madrasah
Alivah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

penilaian kinerja dan pengembangan karir guru dan
tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;

pemindahan  gurma  dan  tenaga  kependidikan
padaRaudlatul Athfal, Muadrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah
Kejuruan;

peningkatan  kescjahteraan  serta  pemberian
penghiargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah
Ibtdeyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah
Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;

fasilitasi peluksanaan penjaminan mutu di bideng
pengembangan kualifikasi, kompeteénsi, dan sertifikas:
guru dan tenags kependidikan Raudlstul Athfal,
Madmsah [btidasivah, Madrasah Tsanawivah, dan
Muadrasah Alivah/Madrasah Aliyah Kejuruan:
penyusunan norra, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan
sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul
Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah,
dan Madmasah Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
pengembangan kuslifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudlatul Athfsl,
Madrasah Ihtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;
pelaksansan evaluasi dan laporan di  bidang
pengembangan lkualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
guru dan tenaga kependidikan Raudiatul Athfal,
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Madrasah Ibtdaiyah, Madrasah Tsanawiyvah, dan
Madrasah Alivah/Madrasah Alivah Kejuruan; dan
k. pelaksannan administrasi dircktorat.

Pasal 75

Susunan organisasi Direktorat Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah terdiri atas:

a. Subdircktorat Bina Guru dan Tenasga Kependidikan
Raudiatul Athfal;

b, Subdirektorat Bina Guru dan Tenage Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawivah;

¢. Subdircktorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah/Madrasah Alivah Kejuruan;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Kelompok .Jabatan Fungsional

Pasal 76

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Raudlarul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
hurufl & mempunyal tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebygakan,
ponyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, himbingan
teknis dan supervisi, [asilitasi penjaminaen muty, dan
evaluasi di  bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetens:, penyusunan rencana kebutuhan, penilaian
kinerja  dan  pengembangan  karir, pemindahan,
kescjahteraan  serta  pemberian penghargnan dan
perlindungan guru dan tenags kependidikan Roudlapul
Athfal.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, Subdirektorat Bina Guru  dan  Tenaga

Kependidikan Raudlatul Athfal menyelenggarakan fungsi:

&. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan  kebijakan t=knis di  bidang
pengembingan kunlifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencang Kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahterann
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenags kependidikan Raudlatul Athial; '

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan  pengembangan
karir, pemindshan, kesejahterman serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Raudlatul Athfal;

¢. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi gury dan tenaga kependidikan Raudbstul
Athfal;

d. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensl, penyusunan rencana  kebutuhan,
penilaian kinerjs  dun  pengembangan  karir,



pemindahan,  kesejahtersan  serta  pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Raudlatul Athfal; dan

e.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta. pemberian penghargasn dan perlindungan guru
dan tenaga kopendidiksn Raudlatul Athfal,

Pasal 78
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Raudlatul Athfal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Modrasah  Ibtideiyah dan  Madmsah  Tsanawiyah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b
mempunyal tugas melaksanakan penyinpan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, Kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, [asilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di
bidang pengembangan  kualifikesi dan  kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja dan
pengembangan karir, pemindaban, kesejahteraan seria
pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan  Madrasah  Ihlidaiyak  dan  Madrasah
Tsanawiyah.

Pasal 80

Delam melaksanakan tuges scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Subdircktorat Bina Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasak  Ihtidaiyah  dan  Madrasah

Tsanawiyah menyclenggnrakan fungsi:

@ penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis  di  bidang
pengembangan kualifikasi  dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan kerir, pemindahan, kesejahterasn
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah [btidaivah dan
Madrasah Tsanawiyah;

b. penyiapan bahan penyusunen norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompetensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilsian kinetja dan  pengembangan
karir, pemindahan, kescjahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah Ibtidaivah dan Madrasah
Taariswiyih;

c. penyiapan bahan [asilitasi pelaksanasn penjaminan
muta di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi Madrasah Ibtidatyah dan  Madrasah
Tsanawiyah;

d. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supcrvisi di bidang perigembangan kualifikasi dan
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kompetensi, penyusunan rencana  kebutuhan,
penilaian  kinerja dan  pengembangan  karir,
pemindahan,  kescjahtcraan  serta  pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah  Ibtidaiyah dan  Madrasah
Tsanawiyah; dan

€. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan kualifikasi dan Kompetensi,
penyusunan réncana kebutuhan, ian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kescjahteraan
serta pemberian penghargann dan perlindungan gury
dan tenaga kependidikan Medrasah [btidaiyah dan
Madrasah Tsanawiyah, '

Pasal 81
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah Iitidaiyah dan Madrasah Tsanawivah terdiri ntas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 82
Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 75 hurul ¢ mempunyni tugas
melaksanskan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanagan  kebijnkan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang pengembangan
kuaslifikasi dan kompetensi, penvusunan rencans
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan karir,
pemindahan, kescjahtorann serta pemberian pen
dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan Madrasah
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan,

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82, Subdircktorat Bina Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Alivah Kejuruan

menyelenggarakian fungai:

4. penylapan bahan perumusan, Kkoordinasi, dan
pelaksanaan  kebljakan  teknis  di i
pengembangan  kualifikasi dan  kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilalan kinerja
dan pengembangan karir, pemindshan, kesejahteraan
gerta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah Alivah/Madrasah
Aliyah Kejuruan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma;, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang pengembangan
kualifikasi dan kompeétensi, penyusunan rencana
kebutuhan, penilaian kinerja dan pengembangan
karir, pemindahan, kesejahteraan serta pemberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenags
kependidikan  Madrasah  Aliyah/Madrasah  Aliyah
Kejuruan;

& penylapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pengembangan kualifikasi dan

=
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ﬁumpct.msi Madrasah  Aliyah/Madrasah  Aliyah

ejuruan;

d. penviapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan kualifikasi dan
kompetensi, penyusunan rencana  kebutuhan,
penlman kinerja dan pengembangan  karir,
pemindahan,  kesejahteraan  serta  petnberian
penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga
kependidikan Madrasah  Aliyah/Madrasah  Aliyah
Kejuruan; dan

¢. penyiapan bahan pelaksanasn evaluasi dan laporan di
biding pengembangan kualifikasi dan kompetensi,
penyusunan rencana kebutuhan, penilaian kinerja
dan pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru
dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah/Madrasah
Aliyah Kejuruan.

Pasal B4
Subdirektorat Bina Ouru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Alivah/Madrasah Aliyvah Kejuruan terdini stas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 85

(1] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 hurul d mempunyai tugas melakukan
pelayinan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentas| direktorut,

(2} SBubbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Baginn Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekreturiat Dircktorat Jenderal dan

secara  operesional bertanggung jawab  kepada

Bagian Keenam
Dircktorat Pendidikan Tinggl Keagamaan Islam

Pasal 86
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi don bimbingan teknis serta
evaluasi di bidang pendidikan tinggi kecagamaan [slam
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87
Dalam menyelenggarakan tuges scbagnimana dimaksud
dalam Pasal 86, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan  kebljakan di  bidang akademik,
kelenagaan, sarana dan prasarans, kemahssiswaat,

pengabdian pada masyaraknt pada pendidikan tinggi
keagamaan [slam;
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b, koordinasi dan pelaksansan kebijakan di bidang

akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,

kemahasiswaan, kelembagean dan  kerja  sama
penelitiun dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tinggi keagamaan Islam;

peningkatan kualitas pendidikan karakter mahasiswa;

fasilitasi sarana  dan pram Seria pundam.-m

pendidikan tinggi keagamaan Islam

€. penyusunan norma, standar, prosedur. dan kriteria di
bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana,
kemahasiswaan, kelembagaan dan  kerja  sams
penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada
pendidikan tingg keagamaan [slam;

. fosilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
tingei keagamaan lslam;

§- Ppemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
akademik, ketenagaan, sarana dan  prasarana,
kemahasiswann, kelembagaan dan  kerja  sama
penclitian dan pengabdian pada masyarekat pada
pendidikan tinggi kengamaan Islam:

h.  pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik,
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan,
kelembagaan dan  kega sama  penelitian  dan
pengabdian padn masvarakat pada pendidikan tingg
kengamaan slam; dan

I pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal B8
irektorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas:

D

a. Subdircktorat Pengembangan Akademile;
b. Subdircktorat Ketenagaan;
C.
e

B n

Subdirektorat Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan;
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama;
Subdirektorat Penclitian  dan Fcngnbdinn pada
Masyarakat;

Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 89

Subdirektorat Ftngrrnbangn.n Akademik sebagaimena
dimaksud dulam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriterin, bimbingun teknis dan supervisi, fasilitasi
penjuminan mutu, dan evaluasi di bidang pengembangan
akademik.

w o,

Pasal 90
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8%  Subdircktorat Pengembangan Akademik
nmnyclmmmknnmn@.
penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinsan
program  studl, mutu akademik, dan evaluasi
akndemik, serta penguatan integrasi [Imu;
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b. penyiapan baban penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan program
studi, mutu akademik, dan evaluasi akademik, serta
penguatan integrasi lmu;

c, penylapan bahan fasilitasi penjaminan  mutu
pengembangan akademik;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang pembinaan program studi, mutu
akademik, dan evaluasi akademik, serta penguatan
integrasi ilmu; dan

€. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pembinasgn program studi, mutu akademik,
dan evaluasi akademik, serta penguatun integrasi
IGTE

Pasal 91
Subdircktorat Pengembangan Akademik terdiri  atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

Subdirektorat Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyinpan perumusan, koordinesi, dan  pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan
muty, dan evaluas: di bidang ketenagnan.

Pasal 83

Dalam melaksanaknn tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, Subdircktorat Ketenagsan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kehijakan teknis di bidang perencanasan
dan evaluasi kelenagaan, pengembangan profesi,
serfifikasi, bina dosen dan tenaga kependidikan;

b. penyiapan bahan penyusunan norma; standar,
prosedur, duan kriteria di bidang perencanaan dan
evaluasi  keteniagaan, pengembangan  profesi,
scrtifiknsi, bina dosen dan tenaga kependidikan;

¢. penyiupan bahan fasilitasi penjaminan  muty
ketenagaan;

d. penyviapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi i  bidang perencansan dan  evaluasi
ketenagaan, pengembangan profesi, sertifikasi, bina
dosien dan tenaga kependidikan; dan

¢. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang perencanaan dan  evaluasi  ketcnagaan,
pengembangan profesi, sertiikasi, bina dosen dan
tenapga kependidilaan.

_ Pasal 94
Subdirektorat Ketenagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.



-25-

Pasal 95

Subdirektorat Sarana, Prasarann dan Kemahasiswaan
sebagaimuna dimaksud dalam Pasal B8 huruf ¢ mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi,
dan pelaksanaan kebjakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
perjaminan  mutu, dan evaluasi di bidang sarana,
prasarana dan kemahagiswann.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95, Subdirektorat Sarana, Prasarana dan

Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a.  pefivinpan  bahan  perumusan, koordinasi, dan
peleksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan
prasarana perguruan tinggi keagamann Islam negeri
dan swasta, pengembangan laboratorium  dan
perpustaknan, sertn pembinaan kemahasiswaan;

b. penyispan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarans
perguruan tinggl keagamaan Islam negeri dan swasta,
pengembangan laboratorium dan perpustakaan, serta
pembinaan kemahasiswaan:

€. peayiapan bohan fasilitasi penjaminan mutu sarans,
prasarana dan kemahasiswaan; . .

d. penyiapsn bahan pelaksanann bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sarana dan prasarana perguruan
tinggt  keagamuman lslam negeri dan swasts,
pengembangan laboratoriumn dan perpustakaan, serta
pembinann kemahasiswaan; dan

¢. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang sarana dan prasarana perguruan tinggi
keagamaan Islam negeri dan swasta, pengembangan
laboratorium dan perpustakaan, serta pembinaan
kemahasiswaarn.

Pasal 97

Subdirektorat Sarana, Prassrana dan Kemshasiswasn
terdiri atns Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Subdirekiorat Kelembagaan dan Kerja Sama sebagaimena
dimaksud dalam Pasal B8 huruf d mempunyni rugn
meigksanakan penylapan pertmusan, koordinasi, dan
pelaksanaan  kebijakan, penyusuman norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan muty, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan
kerjn sama.

Pn=al 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
#  penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan teknis di bidang penjaminan
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mutu  Relembagaan, kerja sama, dan pembinaan
kelembagaan dan badan layanan umum:

b.  penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penjaminan mutu
kelembagaan,  kerja  sama, dan  pembinaan
kelembagaan dan badan layanan umurm;

¢ penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
kelembagsan dan kerja sama;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penjaminan mutu kelembagaan,
kerja sama, dan pembinaan kelembagaan dan badan
layanan umum: dan

¢ penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dat laporan di
bidang penjaminan muty kelembagaan, kerja sama,
dan pembinaan kelembagaan dan badan layanan
umurn,

Pasal 100
Subdircktorat Kelembagann dan Kerja Sama terdini atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 101

Subdirektorat Penelitinn dan Pengabdian pada Masyvarakat
sebagaimana dimakeud dalam Pasal 88 Hurufl e mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi,
dan pelaksanann kebijnkan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan tcknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang penelitian dan
pengabdian pade masyarakat,

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 101, Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat menyelenggarukan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijekan teknis di bidang penelitian,
publikasi ilminh, pengabdian pada masyarakat, dan
pengelolaan hak atas keksyaan intelektual serta
peneraparn hasil riset;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penelitinn, publikasi
iimiah, pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan
hak atas kelaayaan intelektual sertia penerapan hasil
riset;

¢. peayiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu
penelitian dan pengsbdian pada masvarakat;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang  penelitian, publikasi ilmiah,
pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan hak
atas kekayman intelektunl serta pencrapan hasil riset:
dan

€. penyiapan bahan pelaksanaan evaiuasi dan laporan di
bidang penelitian, publikasi ilmish, dan i
pada masyarakat, dan pengelolean hak atas kekayaan
intelektual serta penerapan hasil riset,
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Pasal 103
Subdirektorat Penclitian dan Pengabdian pada Masyaralkat
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 buruf | mempunyai tugss melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegnwaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumshtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat

(2] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional beradu di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
secara  operasional  bertanggung  juwab  kepada

dirextorat,
Bagian Ketujuh
Direktorat Pendidikan Agama Islam
Pasal 105

Direktorat Pendidikan Agama islam mempunyal tugas
melaksanakan perumusen dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bhimhingan teknis, evaluasi, [fasilitasi
pelaksanaan penjaminan  mutu, dan  pengawasan
Pendidikan Agama Islam [PAI) pada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Taman Kanuak-Kanak (TK), Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMK), serta perguruan tinggi umum  sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud dalam

Pusal 105, Direktorat Pendidikan Agama Islam

menyelenggarakan fungsi:

@. perumusan kebijakan di bidang kutikulum, peserta
didik, sarana dun prasarana, pendanaan, dan kerja
sama pendidikan agama Islam;

b. |koordinasi dan pelaksanann kebijakan di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan Kerja sama pendidikan agama Islam;

€. peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang
berkarakter peserta didik;

d. fasilitasi sarena dan prasarana scrta pendanaan
pendidikan sgama Islam;

e. [fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
egamia Islam;

f penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan
prasarana, pendanaan, dan kerja sama pendidikan
ignma Islam;
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g pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendunaan, dan kerje sama pendidikan agama Islam;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasammna,
pendanaan, dan kerja sama pendidikan agams Islam;
dan

L. pelaksanasn administrasi direktorat.

Pasal 107
Direktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas:
#. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD
dan TK;

b. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SD/SDLB,

¢. Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada
SMP/SMPLB;

d. Subdirektorat Pendidikan Agama lslam  pada
SMA/SMALB/SMK;

e. Subdirektorat Pendidikan Agama islam pada
Perguruan Tinggi Umum;

f.  Subbagian Tata Usaha; dan
g Kelompok Jabatan Fungsional.

Pnsal 108

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
sebagaimans  dimaksud  dalam Pasal 107 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di
bidang PAI pada PAUD dan TK.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

PAUD dan TK menyelenggarakun fungsi:

a. petiylapan bshan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis i bidang kurikulum
dan evaluasl, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAl pada PAUD dan TK;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evidunsi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa Al pada PAUD dan TK;

€. penylapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
PAUD dan TK;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang lurikulum dan  evaluasi,
ketenagaan, dan pembinann keagamaan siswa PAl
pada PAUD dan TK; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAl pada PAUD dan TK.



Pasal 110
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK
terdiri ates Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 111

Subdirekktorat Pendidikan Agama lIslam pada SD/SDLB
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b
mempunysl tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebljukan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan cvaluasi di
bidang PAl pada SD/SDLB.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Subdircktorat Pendidikan Agama Islam pada

SD/SDLB menyclenggarakan fungsi:

&  penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanuan kobijakan teknis di bidang kurikulum
dan evalunsi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAl pada SD/SDLB;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
cvaluasi, ketenagaan, dan pembinaan kengarnaan
siswa PAI pada SD/SDLB;

¢. penyiapan bahan [asilitasi penjaminan mutu PAI pada
SD/SDLB,

d. penyiapan bahan peluksanaan bimbingan teknis dan
supervisi  di  bidang kurikulum den  evaluasi,
ketenagann, dan pembinaan keagamaan siswa PAl
pada SD/SDLB; dan

€. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagasn, dan
pembinaan keagamaan siswa PAl pada SD/SDLB.

Pasal 113
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB
sebaganimana  dimaksud dalam Pasal 107 huruf ¢
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supcrvisl, fasilitasli penjaminan mutu, dan evalussi oi
dang PAl pada SMP/SMPLB,

Pusal 115

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 114, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

SMP/SMPLB menyelenggarakan fungsi:

& penyiapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, ketenagaan, dan pembingan keagamaan
siswa pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB;
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b. penylapan behan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagnan, dan pembinaan -
siswapendidikan agama Islam pada SMP/SMPLE;

¢. penyinpan  behan fasilitasi penjeminan  muty
pendidikan agama Isiam pada SMP/SMPLB:

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang kurikulum dan evaluasi,
ketetiaguan, dan pembinaan keagamaan  siswa
pendidikan agama Islam pada SMP/SMPLB; dan

e.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evalunsi, ketenagaan, dan
pembingan keagamaan siswi pendidikan agama Islam
pada SMP/SMPLB.

Pasal 116
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLBE
terdint atas Kelompok Jubatan Fungsienal,

Pasal 117

Subdirektorat  Pendidikan  Agama Islam  pada
SMA/SMALB/SMK scbagaimana dimaksud dalam Pasal
107 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksansan ke b
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan
evalunsi di bidang PAI pada SMA/SMALB/SMK.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimeana dimaksud dalam

Pasal 117, Subdircktorat Pendidikan Agama Islam pada

SMA/SMALB/SMK menyelenggarakan fungsi

@. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanpan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, sarana prasarana, ketenagasn, dan
kesiswaan PAl pada SMA/SMALB/SMK;

b. penyispan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
siswa PAl pada SMA/SMALB/SMK;

€. penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAT pada
SMA/SMALB/SMK;

d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi ol bidang kurikulum  dan  evahuasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagamaan siswa PAI
pada SMA/SMALB/SMK; dan

€. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurnkulum dan evalussi, ketenagaan, dan
pembinaan kengamaan siswa PAI pada
SMA/SMALB/SMK.

Pasal 119
Subdirektorat Pendidikon Agama Islam SMA/ SMALB/SMK
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
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Pasal 120

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan
Tinggh Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
hurufl e mempunyai tugas melaksanakan p yiapan
perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan E:ijakan.
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan muty, dan
evaiunasi PAl pada pada perguruan tinggi umum.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120, Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada

Perguruan Tinggi Umum menyelenggarakan fungsi:

8. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum
dan evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
mahasiswa PAl pada Perguruan Tinggi Umum;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan
evaluasi, ketenagaan, dan pembinaan keagamaan
mahasiswa PAl pada Perguruan Tinggi Umum;

¢.  penyiapan bahan fasilitasi penjaminan mutu PAI pada
Perguruan Tingg Umum;

d. penyiapan bahan pelaksanonn bimbingan tsknis dan
supervisi di  bidang  Joarikulum  dan  evaluasi,
ketenagaan, dan pembinaan keagnmaan mahasiswa
PAl pada Perguruan Tinggi Umum; dan

e penyispan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, dan
pembinaan keagamaan siswa PAl peda Pergurusn
Tingel Umum.

Pasal 122
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pads Perguruan
Tinggi Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 huruf [ melakukan
pelayanan urusan  persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaon, kearsipan, data, dan
doloumentams direktorat.

2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
avat [l), dalam melaksanakan tugasnya sccara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Dircktorat Jenderal dan
secara operasional  bertanggung jawab  kepada

direktorat.
Bagian Kedelapan
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Pasal 124

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
mempunyai  tugas melaksanskan  perumusan  dan

&
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pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pengawasan pendidikan diniyah dan pondok
pesantren sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 124, Direktorat Pendidikan Dinivah dan Pondok

Pesantren menyelenggarakan fungsi;

a. perumusan  kebjjakan di  bidang  kurikulum,
ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan kerje sama pendidikan diniyah dan
pondok pesantren;

b. koordinnsi dan pelaksansan kebijakan di bideng
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, Ssarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren;

¢,  peningkatan  kualitas pendidikan karakter santri
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

d. fasilitasi sarann dan prasarana serta pendanaan
pendidikan diniyah dan pondok pesantren;

don  prasarana, kﬂembsmn dan kerja sama
pandidikan dimyah dan pondok pesantren;

L pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, ketenagsian, kesantrian, sarana dan
prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondck pesantren;

kurikulum, ketenagsan, Kkesantrian, sarana dan
prasarana, kelernbagaan dan kerja sama pendidikan
diniyah dan pondok pesantren; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 126
Susunan organisasi Direktorst Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren terdiri atas:
&  Subdirekiorat Pendidikan Madrasah Diniyah
Takmiliyah;
Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly;
Subdireltorat Pendidikan Keseotaraan;
Subdirektorat Pendidikan Pesantren;
Subdirektorat Pendidikan Alguran;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 127

Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huraf a
mempunyal tugas melaksanakan penyiapan perumusan,
koordinasl, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervist, dan evaluasi pendidikan madrusah  dinivah
takmiliyah.

, llmk o8 5ok ol -



Pasal 128

Palam melaksanakan tugas sebaguimana dimaksud dalam

Pasal 127, Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah

Takmilivah menvelenggarakan fungsi:

8. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana praserana, kelembagaan, kerja
sama, dan kesantrian pendidikan madracah diniyah
takemiliyah;

b, penyiapan bshan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaun, kerja
sama, dan kesantrian pendidikon madrasah diniyah
takmiliyah,

c. penyspan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarana, kelembagasn, kerja sama, dan kesantrian
pendidikan madrasah diniyah takmilivah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasl dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembaguan, kerja sama, dan kesantrian pendidikan

Pasal 129
Subdirektorat Pendidikan Madrasah Dinilyah Takmiliyvah
terdiri stas Kelompok Jabatan Fungsions).

Pasal 130

Subdirektorat Pendidikan Dinijynh dan Mahad Aly
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b
merspunyai tugas melaksanekan penyiapan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, dan evaluasi di bidang pendidikan diniyah dan
Mahad Aly,

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas scebagaimana dimaksud dalam

Pasal 130, Subdircktorat Pendidikan Diniyah dan Mahad

Aly menyelenggrrakan fungsi:

a. penylapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan 1eknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad
Aly;

b, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria i  bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagsan dan kerja
sama, serta kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad
Aly;

¢  penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, sarana
prasarang, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan diniyah dan Mahad Aly; dan

d.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasardana,
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kelembagaan dan kerju sama, serta kesantrian
pendidikan diniyuh dan Mahad Aly,

Pasal 132
Subdircktorat Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly terdini
atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paual 133
Subdirektorat  Pendidikan  Kesetaraan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, stnndnr
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
evaluas di bidang pendidikan kesetarnan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 133, Subdirektorat Pendidikan Kesetargan

mmyclenmmnkmﬁmgﬁi
penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum,
ketenagnan, sarana prasprana, kelembagean, kerja
sama, dan kesaninan pendidikan kesetaraan;

b. penviapan bshan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan |kriteria di bidang kurikulum,
ketenagman, sarana prasarana, kelembagaan, kerja
sama, dan kesantrian pendidikan kesetaraan;

¢. penviapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagman, saranag
prasarana, kelembagasn, kerja sama, dan kesantrian
pendidikon kesctarann; dan

d. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagaan, kerjn sama, dan kesantrian pendidikan
keselaraan.

Paxal 135
Subdirektorat Pendidikun Kesetaraan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 136
Subdirektorat  Pendidikmn  Pesantren  sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 126 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
evaluasi di bidang pendidikan pesantren.

Pasal 137
Dalam melnksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136, Subdirektorat Pendidikan Pesantren
men}ﬂ:hngwu.lmn fungsi:
penyiapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijekan teknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, saruna prasarana, kelembagaan dan kerja
sami, serta kesantrian pendidikan pesantren;
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b, penylapan bahan penyusunon norma, | standar,
prosedur, dan  kriteria di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana prasarana, kelembagaan dan kega
sama, serta kesantrian pendidikan pesantren;

¢.  penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikmlum, ketenagasn, sarana
prasarana, kelembagnan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan pesantren; dan

d.  penyiapun bahan pelaksansan evaluasi dan laporan di
bidang kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana,
kelembagasn dan Kkerja sama, serta kesantrian

Pasal 138
Subdircktorat Pendidikan Pesantren terdinl atas Kelompok
Jabatan Pungsional.

Pasal 139
Subdircktorat Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf e mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi di bidang
pendidikan Alguran.

Pasal 15D

Dalam meluksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139, Subdirektorat  Pendidikan  Alquran

menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan tweknis di bidang kurikulum,
ketenagaan, sarana, prasarana, kelembagaan dan
kerja sama, serta kesantrian pendidikan Alquran;

b. penyiapan beahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan knteria di  bidang kurikulum,
Kelenagaan, sarana, prasarana, kelembagaan dan
kerja sama, scrta kesantrian pendidikan Alquran;

c. penyiapan bahan pelaksanaen bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kurikulum, ketenagasn, sarana,
prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta
kesantrian pendidikan Alquran; dan

d. penyiopan bahan pelaksanann evalunsi dan laporan di
bidang kunkulum, ketenagsan, sarana, prasarana,
kelembagoan dan keria sama, serta kesantrian

Pasal 141
Subdirektorat Pendidikan Alquran tendin stas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 142
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 126 huruf f mempunyai tugas melakulan

pelayanan  urusan  persuratan,  perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
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milik negara, kerumahtangguan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

[2) Subbagiun Tuta Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

sccara  operasional  bertanggung  jawab  kepada
direktorat.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 143
(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
merupakan unsur pelaksana vang berada di bawah
tan bertanggung juwab kepada Menteri,
(2] Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 144
Dircktorat Jenderal Penyelenggaragn Haji dan Umrah
mempunyai  tugas menyelenggarakan perumusan  dan
pelnksanaan kebijakan di bidang penyclenggaraan haji dan
umrah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 144, Direktorat Jendcrli Penyelenggarann Haji dan
.Umruh menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bhidang pembinaan haji dan
umrah, pelayenan haji, dan pengelolaan dana haji,
sertn akreditasi penyelenggata [badah haji Khusus dan
b, pelaksanaan kcbhijakan di bidang pembinaan heji dan
ummh dan pelayanan haji, serta akreditasi
penyelenggura ibadah baji khusus dan ummh;
¢. pemberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang
penyelengaraan haji dan umrah;
d. pelaksanaan permnantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penyelenggaraan haji dan umreh;
¢. pelaksanaan  administrasi  Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146
Susunan organisasi Direktoral Jenderal Penyelenggiraan
Haji dan Umrah terdiri atas;
a. Sekretarint Direktorat Jenderal;
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Direktorat Bina Haji;

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
Direktorut Pelayanan Haji Luar Negeri;
Direktorat Bins Umrah dan Haji Khusus; dan
Direktorat Pengelolaan Dana Haiji.

M aD

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktornt Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pasal 147
Sekretariat Direlttorat Jenderal Penyclenggaraan Heli dan
Umrah sebagaimann dimaksud dalam Pasal 146 huruf a
mempunyul tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian  dukungan  administrasi kepada
seluruh unit organisasi pada Direldtorat Jenderal sesusai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147, Sekretariat Dircktorat Jenderal Penyelenggaraan

Hajl dan Umrah menyelenggurakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran;

b, koordinasi pemsntauan dan  evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

©. pengelolaan urusan keusngan dan barang milik
negira;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksann;

e. pengelolaan  administrasi  kepegawaian dan  bina
pengembangan karir pepawai;

L koordinasi dan pelaksanaan kerja sama  bidang
bimbingan masyarakat Islam;

E. penyusunan runcangan | peraturan perundang-
undangan dan advokasi hukam;

A pengelolaan data dan pengembangun sistem Informasi:

i.  koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
masyarakat;

J.  pengelolaan barang milik negara;

k. pelaksansan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

l.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 149
Susunan organisasi Sckretarint  Dircktorat  Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdin atas:
a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimakstid dalam Pasal 149 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketstausahsan, kerumahtanggaan,

periengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang
milik negara pada direktorat jenderal.



Pasal 151
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
a  pelaksingan urusan ketatausahaan:
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
€ penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan  dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penympan bshan pemanfeatan dan pemeliharaan
barang milik negara,

Pasal 152
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Keempat
Direktorat Bina Hajl

Pasal 153
Direktoral Bina Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
146 hurul b mempuriyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebifakan, standardisasi, bimbingan
teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang bina haji
seguai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Dalam meluknanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 153, Dircktorat Bina Haji menyelenggarakan fungsi:

4. perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi
bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;

b, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di hidang
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingan; _

c. peningkatan kualilas pembinaan dan pengembangan
materi  bimbingan dan pembinaan  kelompok
bimbingan;

d. famlitasi sarans dan prasarana seria  pendanaan
pengembangan materi bimbingan dan pembinaan
kelompok bimbingun;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan materi bimbingan dan
pembinaan kelompok bimbingan;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangun materi bimbingan dan pembinaan
kelomptk bimbingan;

g pelaksanaan evaluasi dan laporan di  bidang
pengembangan materi bimbingan dan pembinasn
kelompok bimbingan; dan

h., pelaksanaan admmistrasi direktorat.

Pasal 155
Susunan orgarnisasi Direktorat Pembinaan Haji terdiri atas:
a. Subdirektorat Bimbingan Jemanh Haji:
b.  Subdirektorat Bina Petugas Haji;
c. Subdirektorat Advokasi Haji;
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d. Subbagian Tata Usaha; dan
€. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 156
Subdircktorat Bimbingan Jemaah Haji schagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 hurof a mempunyai tugas
melaksanakan penyispan perumusan dan pelaksanagn
kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang
bimbingan jemash haiji.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 156, Subdirekiorat Bimbingan Jemash Haji

menyelenggarakan fungsi;

4. penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan
jemaah haji;
penyiapan  bahan penyusunan norma, standar,
prasedur, dan kriteria di bidang bimbingan jemaah
haji;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervis di bidang bimbingan jemaah haji; dan

d. penyiapan behan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bimbingan jemaah haji.

Pasal 158
Subdirektorat Bimbingan Jemaah Hajl terdini  atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 159

Subdirektorat Bina Petugas Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 155 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penylapan  perumusan  dan  pelaksansan  kebijakan,
penyusunan normi, standar, prosedur, kriteria, himbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina petugas haji.

Pasal 160
Dalam meliksanakan tugas sebagaimana dimakeud dalam
Pasal 159, Subdirckwrat Bina  Petugas  Haji
mﬁny:lmmnrnhn fungsi:
penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijokan tehnis di bidang bina petugas
hai;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina petugas haji;
c. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina petugas haji; dan
d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina petugas haji.
Pasal 161

Subdirektorat Bina Petugas Haji terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.



Pasal 162
Subdirekiorat Advokasi Haji scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf ¢ mempunyal tugas melaksanakan
penyinpan  perumusan dan pelaksansan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi haji
reguler.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tuges sebagsimana dimaksud dalam

Pasal 162, Subdirektorat Advokasi Haji menyelenggarakan

fungsi:

#. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanann kebijukan teknis di bidang pemetaan
masalah haji reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang advokasi haji reguler;

€. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang advokasi haji reguler; dan

d. penyiapnnbahmpelakamunwalnanidmllpﬁmndj
bidang advokasi haji reguler,

_ Pasal 162
Subdircktorat Advokasi Haji terdiri atas Relompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 165

(11 Subbagisn Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf d mempunyai tugas melakukan

(2] Subbagian Tata Usaha schagaimana dimaksud pada
ayat (1}, dalam melaksanskan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan
Milile Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
sccard  operasional  bertanggung jawab kepada
dircktorat.

Bagian Kelima
Birektorat Pelayanan Haji Dalam Negeri

Pasal 166
Direktornt Pelayanan Hsji Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijalan,
standardisasi, bimbingan teknis, dan cvaluasi, serts
pengawasan di bideng pelayanan haji di dalam negeri
sesuni dengan ketentuan pératuran perundang-undangan.

Pasal 167
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
menyelenggaralan fungsi:
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perumusan kebijakan di bidang pelayanan haji dalam

negeri;

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pelavanan haji dalam negeri;

peningkatan kualitas pelayanan haji dalam negeri;

fasilitasi sarana dan prasarmna serta pendanaan

pelayanan haji dalam negeri;

€. penvusunan norma, statidar, prosedur, dan kriteria di
bidang pelayanan haji dalam negeri;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan hajl dalam negeri;

g peloksanasn evaiuasi dan laporan di bidang pelayanan
haji dalam negeri; dan

h. pelaksansan administrasi direklorat.

Pasal 168
Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Haji Dalam
Negeri terdiri atas:
@  Subdircktorat Pendaftarsn dan Pembatalan Haji
Regutler;
b, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan  Haji
Reguler;
¢. Subdirektorat Asrama Haji;
d. Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemanh
Haji Reguler;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jubatan Fungsional.

Pasal 169

Subdircktorat Pendaftarun dan Pembatalan Haji Reguler
schagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 huruf a
mempunygsi tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang di bidang pendaftaran dan pembatalan
haji reguler.

o F
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Pasal 170

Dalam meldksanakan rigas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 169, Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji

Reguler menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bohan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanoan kebijjakan teknis di bidang pendaftaran
dan pembatalan haji reguler;

b. penyiapan bahen penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan
pembatalan haji reguler;

¢c. penyiapan bahan pelaksanann bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendaftaran dan pembatalun haji
reguler; dan

d. penyiapan bahan pelaksanasn evaluasi dan laporan di
bidang pendaftaran dan pembatalan haji reguler.

Pasal 171
Subdircktorat Pendaltaran dan Pembatalan Hajl Reguler
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 172

Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 humf b
mempunyal tugus melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriterla, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang di bidang dokumen, pemvisaan, dan
periengkapan haji reguler.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 172, Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji

Reguler menyelenggarakan fungsi:

4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksansan kebijakan teknis di bidang dokumen dan
perlengkapan hajl reguler;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan Kkriterin di  bidang dokumen dan
periengknpan haji reguler;

¢. penyiapan bahan pelaksanaat bimbingan teknis dan
supervisi di bidang dokumen dan perlengkapan haji
reguler; dan ,

d. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang dokumen dan perlenghapan haji reguler,

Pasal 174
Subdircktorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175
Subdircktorat Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 hurul ¢ mempunyai tugns melaksanakan
penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusiinan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
asrama haji.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugis scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 175, Subdirektorat Pelayanan Asrama Haji

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang asrama haji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang asrama haji;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang asrama haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang asrama haji.

Pasal 177
Subdirektorat Asrama Haji terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.



-43-

Pasal 178
Subdircktorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haii
Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang transportasi udara, angportasi darat
dan laut dalam negeri, kerjasama keschatun, dan
perlindungan jernaah haji reguler,

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 178, Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan

Jemanh Haji Reguler menyclenggarakan fungsi:

a. penylapan behan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transportasi
dan perlindungan jemazh haji reguler;

b. penylapan bohan penyusunan norma,  standar,
prosedur, dan kriteria di bidang transportasi dan
perlindungan jemaah haji reguler;

€. pentyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang transportasi dan perlinduiingan
Jjemash haji reguler; dan

d. pmyiapnnhnhanpclukﬂanmmluuidmlapmmdi
bidang transportasi dan perlindungan jemanh haji
reguler.

Pasal 180
Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji
Reguler terdin atas Kelompok Jabatan Fangsional.

Pasal 18]

(1} Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 huruf e mempunyai tugas melakukan
pelavanan UrusaEn persuratan, perencanann,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggnan, kearsipan, date, dan

dokumentasi direktorat.
(2) Subbagian Tata Usaha sebagsimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara

fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
sccirs  operasional bertanggung  jawab  kepada
direktorat

Bagian Keenam
Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri

Pasal 182
Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf d mempunyai fugas

standordisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, wu:
pengawesan di bidang pelavanan haji luar Neger seslidi
dengan ieetentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 183

Dulam melalsanakan tuges schagaimana dimaksud dalam

Pasal 182, Direktorat Pelayanan Hajl Luar Negeri

menyelengrarakan fungsi:

a, perumusan kebijakan di bidang pelayanan haji luar
negeri;

b. koordinasi dan pelaksanonan kebijakan di  bidang
pelayanan haji luar negeri;

c. peningkatan kualitus pelayanan haji luar negeri;

d. fasilitasi sarana dan pmsarmana serta pendanaan
pelayanan haji lGar negeri;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pelayanan haji luar negeri;

[ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan haji luar negeri;
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pelayanan
haji luar negeri; dan

h. pe administrasi direkforat.

Pusal 184
Susunan Organisasi Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeni
terdir! atas:
a. Subdirextorat Akomodasi Haji;
b.  Subdirektorat Katering Haji;
c. Subdirektorat Transportasi Haji;
d.  Subdircktorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji
Indoncsia;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

N
-

Pasal 185
Subdirektorat Akomodasi Haji scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
akomodasi haji di Juar negeri.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pusil 185, Subdirektorat Akomodasi Haji

menyelenggarakan fungsi:

8. penyiapan bshan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akomodasi
haji;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang akomodasi haji;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akomodasi haji; dan

d. penyiapan bohan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang akomodasi haji.

Pasal 187
Subdirektorat Akomndasi Haji terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Pasal 188
Subdirektorai Katering Hoji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan nerma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
katering haji di luar negeri.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

:fﬁﬂl 188, Subdircktorat Katering Haji menyclenggarakan

ngsi:

a. penyiapan bshan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebjakan teknis di bidang akomodasi
hayi;

b.  penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang akomodasi haji;

c. penyiapan bahan peluksanaun bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akomodasi haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang alkkomodasi haji.

Pasal 160

Subdirekiorat Katering Haji terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 191
Subdirektorat Transportasi Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyviapan  perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
leknis, ecvalussi, dan pelaporan di bidang pelayanan
transportas) dun keschatan haji di luar negeri.

Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam
Pasial 191, Subdirektorat Transportasi Haji
menwimgﬂ,mm fungsi:

a. penymapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transportasi
haji;

b. pemypapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang \ransportasi haji;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang transportasi haji; dan

d  penyiapan bahan pelaksanaan evalunsi dan laporan di
bidang transportasi haji.

Pasal 193
Subdircktorat Transportasi Haji terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Paxal 194
Subdirektorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji Indonesia
sebagaimansa  dimaksud dalam Pasal 184 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
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dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang fusilitasi administratif dan teknls
kepada Komisi Pengawas Haji Indonesia,

Pasal 195

Dalam melaksanakan tagas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 194, Subdircktorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji

Indonesia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,
program, anggaran, xepegawaian, ketatausahaan, dan
kerumshtanggaan kegiatan Komisi Pengawas Haji
Indonesii.

b.  penyiapan bahan fasilitasi penerimaan masuksn dan
saran rmasyarakat tentang penyelenggaraan ibadah
haji, serta pengelolaan informasi dan komunikasi
pengawasan operasional haji; dan

€. penympan bahan analisis dan penyusunan laporan
pelaksanaan tupas Komisi Pengawas Haji Indonesia.

Pasal 196
Subdirektorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji Indonesia
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 197

[1) Subbagian Tata Usaha sebagaimany dimaksud dalam
Pasal 1B4 hurul & mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan  persuratan, peréncanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggean, kearsipan, data, dun
dokumnentasi direktorut,

(2} Subbagian Tata Usaha sebagiimana dimaksud pacla
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secari  operasional berfanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus

Pasal 198

Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksansan kebijakan di
bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara
ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan
teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan,
pengendalian, dan pelaporan di bidang penvelengearaan
umrah dan haji khusus sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 199
Dalam melnksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 198, Dircktorat Bina Ummah dan Haji Khusus
menyelenggarakan fungsi:
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i. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang ibadah umrah;

b.  penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang ibadah haji khusus;

. penylapan rumusan perizginan  dan  akreditasi
penyelenggara ibaduh umrah;

d. penyiapan rumusan pefizinan  dan  akreditasi
penyelenggara ibadah haji khusus:

€. penyiapan  bimbingan teknis, supervisi, dan
penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah;

. penyiapen  bimbingan teknis, supervisi, dan
penyuluhan penyelenggaraan ibadah haji Khusus:

g penylapan peluksansun pengawasan dan pengendalian
di bidang penyelenggaraan ibadah wmrah:

h. penyispan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
di bidang penyelenggaraan haji khusus;

. pemantavan, cvaluasi, dan pelaporan di  bidang
penyelenggarasn ibadah urnrah;

J- pemantausn, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyelenggnrann ibadah haji khusus; dan

k. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 200

Susunan Organisasi Direktorat Bina Umrah dan Haji

Khusus terdiri atas:

8. Subdirektorat Perizinan, Ablreditasi, dan Bina
Penyelenggara Perjalanan Ibadiah Umrah:

b. Subdircktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Ibadah Hafi Khusus;

¢.  Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan badah
Umrah dan Ibadah Haji Khusus:

d. Subbagian Tata Usaha: dan

e, Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 201

Subdirektorat Perizinan,  Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah schagaimana
dimaksud dalam Pesal 200 huruf a mempunyai tugns
meliksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang
perizinan, akreditasi, dan bina penyelenggara perjalanen
ibadah umrah serta penyuluhan penyelenggaraan ibadah
urnraly,

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebaguimana dimaksisd dalam
Pasal 201, Subdirektorat Periginan, Akreditasi, dan Bina
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
menyelenggarakan fungsi:
4. penyiapan bahan perumusan dan

kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
b.  penyispan bahan rumusan perizinan dan akreditasi di

bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
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€. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
ibadah umrah;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan
penyuluhan di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;

€.  penylapan bahan pelaksanaan pengawasan dan
pengendalisn  di bidang penyelenggaraan  Ibadah
umrah; dan

L. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang penyelenggaraan {badah ummah,

Pasal 203
Subdirektorat  Perizinan,  Akreditasi, dan  Bina
Ponyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 204
Subdirektorat  Perizinan, Akreditasi, dan  Bina
Penyelenggara Ihadah Huji Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 200 hurif b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan,
akreditasi, pendaftaran dan pembatalan, dokumen dan
perlengkapan ibadah haji khusus.

Pasal 205

Dalamn melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 204, Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bins

Penyelenggara [badah Haji Khusus menyclenggarakan

fungsi:

a. penviapan bahan perumusan dan pelaksanasn
luibijaknn di bidang penyclenggaraan ibadah haji
khusus;

b. penyiapan bahan rimusan perizinan dan akreditasi di
bidang penyelenggaraan ibadah haji Khusus;

€. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
ibadah hajl khusus;

d. penyiupan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan

penyuluhan di bidang penyelenggaraan ibadah haji
khusus; dan

€. penyiapan bahan pelaksansan evaluasi dan laporan di
bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Pasal 206
Subdirektorat  Perizinan,  Akreditasi, dan  Bina
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional

Pasal 207
Subdirektorat Pemantanan dan Pengawasan Ibadah Umrah
dan Tbadah Haji Khusus scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan

T
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bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi di bidang
pemantsuan dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah
haji khusus,

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 207, Subdirektorat Pemantauvan dan Pengawasan

[badah Umrah dan [badah Haji Khusus menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan
dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji
khusus;

b. penviapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterla di bidang pemantauan dan
pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji khusus;

¢ penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemantauan dan pengawasan
ibadih umrah dan ibadah haji khusus: dan

d.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporun di
bidang pemantausn dan pengawasan ibadah umrah
dan ibadah hoyi khusus.

Pasal 200
Subdircktorat Pemantauan dan Pengawasan ibadah Umrah
dan ibadah Hajl Khusus terdirl atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 210

(1) Subbagisn Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 huruf d mempunyai tugas melakukan
melakukan pelsyanan urusan persuratan,

rencanaan, kepegawainrn, ketatalaksanaan,
teuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan,
kearsipan, data, dan dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tatu Ussha sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), dalum melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan
secara  operasmionnl  bertanggung jawab  kepada

direktorat.
Bagian Kedelapan
Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Terpadu
Pasal 211

Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Terpadu sebagaimans dimaksud dalam Pasal 146 huruf §
mempunyai  tugas meclaksanagkan perumusan  dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pengelolaan dana
haj: termasuk dana abadi umat dan sistem informasi haii
terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 211, Direktoral Pengelolaan Dana Haji dan Sistem

Informasi Haji Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolasn dana haji
dan sistem informasi baji terpadu;

b.  koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadi;

©.  peningkatan kualitas pengelolaan dana haji dan sistem

_ informasi haji terpadu;

d. [asilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pengelolaan dana haji dan sistem informasi  haji
terpaduy;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelolaan dana haji dan sistem informasi
haji terpaduy;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadu;

8 pelaksanaan evaluasi dan laporan di hidang
pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji
terpadu; dan

h. pelaksanaan sdministrasi direktomt

Pasal 213
Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan
Sistem Informasi Haji Terpadu terdiri atas:
d.  Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan
Pengelolann Aset Haji;
b.  Subdirektorat Pengelolann Keuangan Operasional Haji;
¢. Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji
Terpadu;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatun Fungsional.

Pasal 214

Subdirektorat Perencanasan Anggaran Operasional Haji dan
Pengelolsan Aset Haji scbagnimana dimaksud dalam Pasal
<13 huruf a mempunyai tugns melaksanakan penyiapan
porumusan dan  pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perencansan anggaran
operasional haji dan pengelolaan aset haji.

Pasal 215
Dalam relaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 214, Subdirektorat Perencanaan Anggaran
Operasional Haji dan  Pengelolamn  Aset  Haji
menveléengearakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksansan kebijakan teknis di bidang perencanaan
anggaran operasional haji dan pengelolaan aset haji;
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b. penyilapan bahan penyusunan normma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perencanaun
anggaran operasional haji dan pengelolaan aset haii;

c. penviapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perencanaan anggaran operasional
haji dan pengelolann aset haji; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang perencanaan anggaran operasional haji dan
pengelolaan aset haji.

Pasal 216
Subdirektorat Perencanaan Angguran Operasional Hzt‘dan
Pengelolaan Aset Haji terdiri atas Kelompok J \lan
Fungsional,
. Pasal 217
Subdirektorat Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
schagaimana dimaksud dalam Pasal 213 lhuraf b
mempuriyal tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan tcknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan keuangan operasional haji,

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugns sebaguimana dimaksud dalam

Pasal 217, Subdirektorat Pengelolsan  Keunngan

Operasional Haji menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan
Llchlfakan di bidang pengelolaan keuangan operasional

ait;

b. penyispan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang pengelolaan keuangan
oprrasional huaji;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan keunngan operasional
haji yang meliputi perbendaharaan operasional haji,
verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan;
dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengelolaan keuangan operasional haji.

Pasal 219
Subdirektorat Pengelolasn Keuangan Operasional Haji
‘terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 220
Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu
sebaguimana  dimoksud dalam Pasal 213 huruf ¢
mempunyai tugas melaksanakan penylapan perumusan
dan pelaksanaan kebjjakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, krnteria, bimbingan teknis, cvaluasi, dan
pelaporan di bidang data dan sistemn informasi haji terpadu.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 220, Subdirekiorat Data dan Sistem Informasi Haji
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Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordingsi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang data dan
sistem informasi haji terpady;

b, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem
informasi haji terpadu;

€. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang data dan sistem informasi haji
terpadu; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang data dan sistem informasi haji terpadu,

Pasal 222
Subdirektorat Data dsn Sistem Informasi Haji Terpadu
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 223

(11 Subbagien Tata Usaha schagaimana dimaksud dalam
Pasal 213 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelavanan Urusan  persuratan,  perencanaan,
kepegawnian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negars, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorar.

(2) Subbagian Tata Usahs sebagsimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugnsnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Direktorat Jenderal dan
secams  operasional  bertanggung  jawab  kepada
direktorat.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 224
{1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakal Islam
merupakan unsur pelaksana yang beranda di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri,
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat [slam
dipimpin oleh Direktur Jenderal,
Pasal 225
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakal lslam
mempunyai  tugas menyelenggarakan perumusan dsn
pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 226
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 225, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam menyelenggarakan fungsi:
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. perumusan  kebijakan di  bidang  bimbingan
masyarakat Isiam;

b. pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam
yang meliputi urusan agama Islam dan pembinann
syari'ah, bina kantor urusan agama dan keluarga
sakinah, pencrangan aguma Islam, pemberdayaan
zakat, dan pemberdayaan wakaf,

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bimbingan masyarakat Islam;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan cvaluasi
di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan

¢. pelaksanman  administrasi  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyvarakat Islam,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 227

Susunan Orgarisasi Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam terdiri atas: _

& Sekretariat Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam;

b. Direktorat Urusan Agama Islam den Pemibinaan
Syariah;

¢. Dirclktorat Bina Kantor Urussn Agama dan Keluargn
Sakinah;

d. Direktorat Penerangan Agama Islam: dan

e.  Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Pasal 228

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 buruf s
mempunyai fugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberinn dukungan administrasi  kepada
scluruh  unit organisasl pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat [slam sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 220
Pasal 228, Sckretariat Dircktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakut Islam menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegatan dan anggaran;
b. koordinasi pemantavan dan  evaluasi  roncana,
program, kegiatan, dan anggaran;
€. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik

NEGATA;

d.  pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan  administrasi kepegawalan dan  bina
pengembangan karir pegawai;

[ koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyaralat Islam;

g penyusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan fasilitasi advokasi hukum:;

h.  pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

T
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i koordinasi dan pelsksanaan publikasi dan hubingan
mEsyarakat;

pengelolaan barang milik negara;

pe i urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

. pemantauan, evalussi, dan pelaporan.

o

Pasal 230
Susunan organisasi  Sekretariat Direktorat Jenderal
Bimbingar Masyarakat Islam terdiri atas:
& Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 231
Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 huruf a mempunyai tugss
melaksanakan urusan ketatnusahosn, kerumshtangeann,
perlengkapan, dan pengelolann serta pemanfaatan dan
pemeliharaan barang milik negara pada direktorat jenderal.

Pasal 232
Dalum melaksannkan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 231, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
B, pelaksanaan urusan ketstausahaan;
b,  pelaksansan urusan kerumah 4
c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemecliharaan
barang milik negara,

Pasal 233
Bagian Umum dan Bareng Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dirclitorat Urusan Agamn [slam dan Pembinaan Syariah

Pasal 234

Direktorat Urusan Agama [slam dan Pembinasn Syariah
sebagaimann dimaksud delam Pasal 227 huraf b
mempunyai  tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisai, bimbingan teknis,
dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan agama
Islam dan pembinaan syariah sesuasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 235
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 234, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang di bidang urusan
agama Islam dan pembinaan syariah;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di hidang
urusan agama lslam dan pembinaan syariah;
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c. peningkatan kuslitas urusan agama Islam dan
pembinsan syariah;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan agama [slam dan pembinaan syariah;

€ penyusunan norma, stindar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

g pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan
apgama Islam dan pembinaan syariah; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pausal 236
Dircktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
terdiri atas:
Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah;
Subdircktorat Kemasjidan;
Subdirektorat Binn Paham Keagnmoan lslam dan
Penanganan Konflik;
Subdirelctorat Kepustakaan Islam;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompak Jabatan Fungsional.

Pasal 237
Bubdirektorat Hisab Rukyat dan Syarish sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 236 huruf a mempunyai tugas
meclaksanakan penyispan perumusan dan pelaksanaan
kebijakun, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluas), dan pelaporan di bidang hisab
rulovat dan syariah.

mea pEe

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237, Subdirektorat Hisab Rukymt dan Syariah

menyelenggarakan lungsi:

a. penviapan bahan perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hisab rukyat

dan syariah;

b. penyinpann bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang hisab rukyat dan
syariah; !

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang hisab rukyat dan syariah; dan
penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bhidang hisab rukyat dan syariah.

Pasal 239
Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syarinh terdinl atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 240
Subdircktorat Kemasjidan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 236 hurul b mempunyai tugas melaksanakan
melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan
kebijekan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,

bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kemasiidan.
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Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagrimana dimaksud dalam

Pasal 240, Subdirektorat Kemasjidan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan teknis di bidang kemasfidan;

b. penyiapan bah!n_ penyusunan norma, standar,

c. pcnyinpﬂin bl:han pelaksanaan bimbin gan teknis dan
supervisi di bidang kemasjidan; dan

d. penyispan bahan pelaksunaan evalliasi dan lagoran di
bidang kemasjidan.

Pasal 242
Subdircktorat Kemasjidan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 243
Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan
Penanganan Konflik sebagaimana dimnksud dalam Pasal
236 hurul ¢ mempunyai tugaes melaksanakan penylapan
perumusan  dan  pelaksangan  kebijakan, penyusunan
norma, stander, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis,
seris cvajuasi bidang bhmpahamkmgammhlamdnn

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud dalam

Pasal 243, Subdirektorat Bina Paham Keagamann Islam

dan Penangunean Konflik menyclenggarakan fungsi:

4 penyiapan bahan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan teknis dj bidang bina paham
keagamaan [slam dan penanganan konflik;

b. penyiapan bahan penyusunan  norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang bina paham
keagamann lslam dan penanganan konflik,

- penyinpanbnhanpehknnnmbhnhings.nmknhdm
supervisi di bidang bina paham keagamaan Islam dan
penanganan konflik: dan

d. penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina paham keagamaan lslam dan penanganmun
konflik.

Pasal 245
Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan
Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan

Pasal 246
Subdirektorat Kepustakaan lslam schagaimana dimaksud
dalam Pasal 236 huruf d mempunyai tugas melaksanakan
penylapan  perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standat, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis, evaluasi, dan pelaporan di l;ildang k;zpmt!hnn
Inlam.
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Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksid dalam

Pasal 246,  Subdirektorat Kepustakaan  Islam

menyelenggarakan fungsi:

4 penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
p-eil:kmn kebijakan teknis di bidang kepustakaan
Islam;

b.  penyimpan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kepustakaan lslam:

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kepustakaan Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evalunsi dan laporan di
bidang kepustakaan Islam,

Pasal 248
Subdirektorat Kepustikaan Islam tordiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 249

(1) Subbsagian Tate Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 236 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan  urusan  persuratan, perencanaan,
kepegnwnian, ketatalaksanaan, keuangan, buarang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dolcumentasi direkctarat,

(2) SBubbagien Tata Usaha sebagaimuna dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan IUgASNYa Secarn
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara  operasional bertanggung jawab kepada

Bagian Keempat
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah

Pasal 250

Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinaly scbagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf ¢
mempunyai  tugas  melaksanakan perumusan  dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
dan evalumsi, serta pengawasan di hidang bita kantor
urusan sgama dan keluargs sakinah sesusi dengan
ketentusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 250, Dircktorat Bina Kantor Urusan Agama dan
Keluargn Sakinah menyelenggarakan fungsi:
#.  perutnusan kebijakan di bidang bina kantor urusan
agama dan keluarga sakinah;
b.  koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina

¢.  peningkatan kualitas pelayanan kantor urusan agama



-58 -

d. fasilitasi sarana dan prasarina serta pendanaan bina
kantor urusan agamn dan keluarga sakinah;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bina kantor urusan agama dan keluarga
sakingh,

{.  pembernan bimbingan teknis dan supervisi di bidung
bina kantor urusan agnma dan keluarga sakinah;

g pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang bina
kantor urusan agama dan keluarga sakinah; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 252
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga
Sakinah terdiri ataw;
Subdirektorat Bina Kepenghuluan,
Subdirektorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan
Agama;
c. Subdirektorat Mutu, Sarann, Prasarana, dan Sistem
Informasi KUA,;
d. Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah;
£. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Pungsional.

oo

Pasal 253
Subdircktorat Bina Kepenghuluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bi
teknis, evaluasi; dan pelaporun di bidang kepenghuluan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas scbagnimana dimaksud dalam

Pasal 253, Subdirektorat Bina  Kepenghuluan

menyelengerrakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis  di  bidang
kepenghuluan;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kepenghuluan;

¢. peénviapan bahan pelaktsanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang kepenghuluan; dan

d. penyiapan bahan pelaksanann evaluasi dan laporan di
bidung kepenghuluan,

Pasal 255
Subdircktorat Bina Kepenghuluan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 256

Subdircktorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b
mempunyal tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksansan kebijekan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaparan di bidang bhina kelembagaan Kantor Urusan
Agama.



Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 256, Subdireltorat Bina Kelembagaan Kantor Urusan

Agama menyclenggarakan fungsi:

4. penyiapan bahan  perumusan, .
peloksanann  kehijakan teknis  dj bidang bina
kelembagaan Kantor Urusan Agama;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang bina kelembagaan
Kantor Urusan Agama;

€  penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bina kelembagann Kantor Urusan
Agama; dan '

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang bina kelembagasn Kantor Urusan Agama.

Pasal 258
Subdircktorat Bine Kelembagasn Kantor Urusan Agama
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 259

Subdircktorat Mutu, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Informasi Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud
dilam Pasal 252 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijalkan,
penyusiinan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
tekmis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan
muty, sardna, prasarana, den Sistern Informasi Kantor
Urusan Agama.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagrimana dimaksud dalam

Pasal 259, Subdirektorat Mutu, Sarans, Prasarans, dan

Sistem Informasi Kantor Urusan Agema menyelenggarakan

fungsi:

& penyiapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan  kebijakan teknis  di bidang
pengembangan mutyu, sarana, prassrans, dan Sistem
Informasi Kantor Urusan ]

b.  penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perigembangan mutuy,
saransa, prasarana, dan Sistem Informasi Kantor
Urusan Agama;

¢ pényiapan bahan pelaksanasn bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan muty, Sarana,
prasarana, dan Sistem Informasi Kantor Urusan
Apgama; dan

d. penyiapan buhan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pengembangan mutu, sarana, prasarann, dan
Sistem Informasi Kantor Urusan Agama.

Pasal 261
Subdirektorat Muty, Sarana, Prasarana, dan Sistem

Informasi Kantor Urusan Agama terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.



Pasal 262
Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah scbagsimana
dimaksud dalam Pasal 252 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina
keluarga sakinah.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 262, Subdirektorat Bins Keluarga Sakinah

menyelenggarakan fungsi:

6, penviapan bahan pefumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga
sakinah;

b. penyiapan bshan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang bina kelunrga

sakinah;

penyispan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang bina keluarga sakinah; dan

<. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
hidang bina keluarga sakinah.

o

Pasal 264
Subdirektorat Bina Keluargs Sakinah terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 265

(1) Subbagian Tata Usaha schagaimana dimalesud dalam
Pasal 252 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan  urusan = persuratan, — peréncanaan,
kepegawaian, ketatalaksansan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi dircktorat

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalaum melaksannkan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Dircktorat Jenderal dan

secara  operasional  bertanggung  jawab  kepada
direlctorat.

Bagian Kelimi
Direktoral Penerangan Agamia Islam

Pasal 266

Direktorat Penerangan Agama lslam &ehngnimm dimuaksu
dalum Pasal 227 huruf d mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasl, serta pengawasan
penerangan agama lalam  sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 266, Direktorat Penerangan Agama Islam
menyvelenggarakan fungsi:
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ﬁaﬂ:ummuun kebijakan di bidang penorangan agama
koordinasi dan pelaksansan kebiiakan di bidang
penerangan agama lslam;
peningkatan kualitas penerangan agama Islam
fasilitasi sarana dan presarane scria pendanaan
penerangan agama Islam;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penerangan agama lslam;
f. pemberian bimbingan telmis dan supervisi di bidang
penerangan agama Islam;
pelaksannan evaluasi dan laporan di  bidang
penerangan agamn Islam; dan
h. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 268
Direktorat Pencrangan Agama Islam terdiri atas:
a.  Subdirektorat Penyuluh Agama lslam;
b.  Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam;
©. Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabagah
Alquran dan Alhadits;
Subdirektorat Kemitraan Umat Islam;
Subdirektorat Seni, Budaya, Siaran Keagarmann lalam;
‘Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompaok Jabatan Fungsional.

=

o

e

e

Pasal 269
Subdirektorat Penyuluh Agama Islam sebagaimana
dhnﬂmaddﬂmhmzﬁ&hmﬂnmempumuinxgas
melaksanaken penyispan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyulluh agama Islam.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanu dimaksud dalam

Pasul 269, Subdirekiorat Penyuluh Agama Islam

menyeloengezarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluh
agama lslam;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang penyuluh agama
Islam;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di Indang penyuluh agama Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan cvaluasi dan laporan di
bidang penyuluh agamno [slam.

Pasal 271
Subdirektorat Penyuluh Agama Islam terdini atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 272
Subdirektorat Dakwah dan Harl Besar Islam sebagaimana
dimuksudddmh;ﬂ?ﬁahumfhmmpunyﬁm
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melaksanakan penyiapan perrumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,

bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
dakwah dan hari besar [slam.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugss scbagaimana dimalkeud dalam

Pasal 272, Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar !slam

menyelenggarakan fungsi: _

a. penviapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dakwah dan

. hari besar slam;

b. penyimpan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang dakwah dan hari
besar [alam;

€. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang dakwah dan hari besar Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanann evaluasi dan laporan di
bidang dakwah dan hari besar [slam,

Pasal 274
Subdirektorat Dakwah dan Han Besar lslam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 275
Subdircktorat Lembaga Tilawah dan Musabagah Alquran
dan Alhadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268
hurul ¢ mempunyal tugas melaksanakan penviapan
perumusan  dan  pelaksanman kebijakan, penvusunan
aorma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga tilawah dan
musabagah Alquran dan Alhadits.

Pasal 276

Dalam melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 275, Subdirektorat Lembaga Tilawah dan Musabagah

Alquran dan Alhadits menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  bahan  perumusan, koordinasi, dan
peluksanasan  kebijakan teknis di bidang lembaga
tilawah dan musabagah Alquran dan Athadits;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang lembaga tilawah dan
musabacah Alguran dan Alhadits;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang lembaga tilawah dan musabagah
Alquran dan Alhadits; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang lembaga tilawsh dan musabagah Alquran dan
Alhadits,

Pasal 277
Subdirektorat Lembaga Tilawnh dan Musabagah Alquran
dan Alhadits terdir atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 278
Subdirektorat Kemitrman Umnat [slam  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 huruf d mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, Kriteria,
bimbingan teknis, evalussi, dan pelaporan di bidang
kemitraan umat Islam.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 278, Subdirektorat HKemitraan Umat Islun

menyelenggarakan fungsi:

2. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijskan teknis di bidang kemitraan
umat Islam;

b. penyiapan bahan penyusunan mnorma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang kemitrasan umat
Islam;

. pmjrmpan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kemitraan umat Islam; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kemitrann umat slam.

Pasal 280
Subdirektorat Kemitraan Umat Islam teccliri atas Kelompok
Jabutan Fungsional.

Pasal 281
Subdirektoral Seni, Budaya, dan Siaran Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 268 hurul ¢ mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni,
budaya, dan sisran Islam.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 281, Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Islam

mmwlengnara!-:au fungsi:

a. penyimpan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kKebijakan teknis di bidang seni, budays,
dan siaran Islam;

b. penyiapan hnhnn penyusunan mnorma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang seni, budaya, dan
siaran [slam;

c. penyiapan bahan pelaksanasn bimbingan teknis dan
supervisi di bidang seni, budays, dan siaran Islam;
dan

d. penyiapan bahan pelaksansan evaluasi dan laporan di
biklang seni, budaya, dan siaran Islam.

Pasal 283

Subdirektorat Seni, Budaya, dun Siaran lslam terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 284

(1] Subbagtan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
pelayanan  urusan  persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketataluksanasn, keouangan, bareng
milik negara, kerumahtanggasn, kearsipan, data, dan
dokumentas: direktorar.

(2] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah koordinasi Bagian Umum
dan Barang Milik Negara pada Sckretariat Direktorat

Jenderal dan secarn operasional bertanggungjawab
kepada direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakal

Pasal 285
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakal sebagaimana
dimaksus dalam Pasal 227 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan telmis serta evaluasi di bidang pemberdayaan
zakal dan wakal sesuai dengan ketenitunn peraturan

perundang-undangan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

mﬂnﬂhnmamkan fungsi:
koordinasi dan pelaksanasn kebijakan di bidang
pemberdayann zakat dan wakaf,

b. peningkalan kualitas pemberdayaan zakat dan wakaf;

c. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pemberdayaan zakat dan wakaf]

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pemberdayann zakat dan wakalf;

e. pemberiun bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan zakat dan wakaf.

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pemberdaynan zakat dan wakaf; dan

g pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasal 287
Direkiorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdini atas:
a. Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat dan
Wakal;
b, Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerjo Sama Zakat
dan Walkaf:
Subdirektorit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat;
Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf;
Tata Usaha; dan
Kelompak Jabatan Pungsional.

—aan

Pasal 288

Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a

T
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mempunyal tugas melaksanakan penyispan perumusan
dun pelaksanann kebijukan, penyusunan norma, standar,
prosedur, Kriteria, bimbingan teknis, ecvaluasi, dan
pelaporan di bidang kelembagaan dan informasi zakat dan
wakaf.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam

Pasal 288, Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat

dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

@. penylapan bahan perumusan, koordinesi, dan

san kebijakan teknis di bidang kelembagasn
dan informasi zakat dan wakaf;

b. penyiapan behan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan
informasi zakat dan :

¢ penyispan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagnan dan informasi zkat
dan wakaf; dar

d. penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan dan informasi 2akat dan wakaf.

Pasal 260

Subdirektorat Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf
terdiri atas Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 291

Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan
Waka! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b
mempunyai tugas melnksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksansan kebijakan, penyusunan norma, standar,
progsedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang edukasi, inovasi, dan kerja sama zakat
dan wakaf

Pasal 202

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 291, Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama

Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

a. penviapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang edukasi,
inovasi, dan kerja sama zakat dan wakaf,

b, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang edukasi, inovasi, dan
kerja sama zakat dan wakafl:

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang edukasi, inovasi, dan kerja sama
zaknt dan wakafl; dan

d. penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang edukasi, inovasi, dan kerja sama gakat dan
wakaf

Pasal 293
Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan
Wakal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimakaud dalam

Pasal 294, Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga

Zakat menyelenggarakan :

4.  penylapan  bshan  perumusan, koordinasi, dan
pelaksannan kebijakan teknis di mdang akreditasi dan
audit lembaga zakat:

b. penyiapan bahan ponyusunati norma, standar,

lembaga zakat;

¢. penyiapan bahan pelaksanazn bimbingan teknis dan
supervisi di bidang akreditasi dan audit lembaga
zakat; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaltiasi dan laporan di
bidang akreditasi dan audit lembaga zakat.

Pasal 296
Subdirektorat Akredtasi dan Audit Lembaga Zakat terdiri
ntas Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdireltorat Pengamanan Asct Wakaf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 287 huruf d mempunyaj tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, cvalussi, den pelaporan di bidang
pengamanan aset wakaf

Pasal 298
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 297, Subdirektorat Pengamanan Aset Wakal
menyelenggarakan fungsi:
& penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
peluksanaan kebijakan teknis di bidang penEnmanan
aset wakaf,

b. penyiapan' bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan aset
wakal;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang pengamanan aset wakaf: dan

d.  penyiapan bahan pelaksanasn evaluasi dan laporan di
bidang pengamanan asct wakaf,

Pagal 299

Subdirektoral Pengamanan Aset Wakaf terdiri  atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 300

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 287 huruf ¢ mempunyvai tugas melakukan
pelavanan urusan  persuratan, percncangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentas direkiorat.

(2) Subbagian Tatz Usaha scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tupasnya secara
fungsional berada di bawah koordinasi Baglan Umum
dan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat
Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab
kepada direktorat.

BAB VIl
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Bagian Kesatu
Tugsas dan Fungsi

Pasal 301
(1) Dircktorat Jendernl Bimbingan Masvarakat Kristen
merupakean unsur pelaksana yang berada di bawah
dun bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyurakat Kristen
dipimpin oleh Direktur Jenderal,

Pasal 302
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
mempunyal  tugas menyelenggarakan perumusan  dan
pelaksanann kebjjakan di bidang bimbingan masyarakat
Kristen sesual dengan lketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 303
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 302, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Knuen menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang urusan sgama dan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
b pelaksanann kebijukan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
c. pelaksanaan pembinaan  penyelenggaraan urusan
agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan
Kristen;
¢. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang wrusan agama dan pendidikan agama dan
keagamaan Kristen;
pelaksannan admmistras direktorat jenderal; dan
g  pelaksenann fungs: lain yang diberikan oleh Menteri.

oy
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 304
Susunan organisasi Dircktorat  Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen, terdiri atas:
a. Sekretanat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaralat
Kristen;
b. Dircktorat Urusan Agama Kristen; dan
c. Direktorat Pendidikan Kristen.

. Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
1

Pasal 305
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf a
mempinyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi Kepada
seluruh unit organisasi pada direktorat jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 305, Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b, koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
progrium, kegintan, dan anggaran,

¢. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik

negara;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

pengelolaan  aedministrasi  kepegawnian dan  bina

pengembangsn karier pegawai;

f  kourdinasl dan peloksanasn kerja sama hidang
bimbingan masyarakat Kristen;
penyusunan  rancangan peraturan  perundang-
tndangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi:

. koordinasi dan pelaksansan publikasi dan hubungan
masyarakat;

J-  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 307
Susunan organisasi Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas:
4, Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b, Kelompok Jabatan Fungsional.

oo

Pasal 208

Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimusna
dimaksud dalam Pasal 307 huruf a mempunyai tugas
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melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggasn,
dan perlengkapan, serta pemenfustan dan pemeliharaan
barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 309
Dalam melaksanakan tugas ut:hngm'mnnn dimaksud delam
Pasal 308, Bagian Umum dan Barang Milik Negara
n':euydc:naganknnﬁmgﬂ
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan;
b. penyviapan bahan pengelolnan  perlengkapan  dan
pelaksanaan urusan periengkapan; dan
c. penyiapan bahan pemanfantan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 310
Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Kristen

Pasal 311
Direktorat Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 304 huruf b mempunyai tugns melaksanakan
perumusian dan pelaksanann kebljakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
bidang urusan agama Kristen sesuai dengan ketentuan

peraturun perundang-undangan.
Pasal 312
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 311, I}n-cktmt Urusan Agama  Kristen
n‘u:nyclnnmmlmnfun
8. porumusan I:ebi]nhﬂ di bidang wurusan agama
Kristen;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
urusan agnma Kristen:

c. peningkatan Kualitas urusan agama Kristen;

d. fasilitasi sarana dan prassrana serta pendanaan
urusan agnma Kristen;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Kristen;

. pemberien bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Kristen; dan

g pelaksapaan evaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Kristen;

h. pelaksanann administrusi direlctorat.

Pasal 313
Direktorat Urusan Agama Kristen terdiri atas:
a. Subdircktorat Kelembagaan;
b. Subdirektorat Penyuluhan:
¢ Subdirektorat Pemberdayaan Umat dan

Pengembangan Budaya,
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d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3i3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan
Bpama Kristen.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 314, Subdircktorat Kelembagaan menyclenggarakan

fungsi:

a.  penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Kristen;

b, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
Wﬁ. dan kriteria di bidang kelembagaan agama

flen;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan agama Kristen; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelombagaan agema Kristen.

Pasal 316
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 317
Subdirektorat Penyuluhan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 313 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan nm standar, prosedur, kriteria, bimbingun

teknis, evaluusi, pelnpcnn di bidang penviduhan
agama Kristen.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sehagnimana dimeksud dalam

Pasal 317, Subdirektorat Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi:

o  petiyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan
agama Kristen,

b. penyiapan bahan peayusunan norma; standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan agama
Kristen;

¢, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Kristen; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuhaban agama Kristen.

Pasal 319

Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.



= Tl -

Pasal 320

Subdirektorat Pemberduyaan Umit dan Pengembangan
Budaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf ¢
mempunyal tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan  di  bidang pemberdayaan umat dan
pengembangan budaya.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud delam

Pasal 320, Subdircktorat Pemberdaysan Umat dan

Pengembangan Budaya menyelenggarakan fungsi:

4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
peluksanaan kebijakan teknis di bidang pemberduiyaan
umat din pengembangan budaya; _

b. penyiapan bahun penyusunan norma, standar;
prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan umat
dan pengembangan budaya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di  bidang pemberdayaan umat dan
pengembangan budaya; dan

d. penyiapan hahan pelaksanasi evaluasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat dan pengembangan
budaya.

Pasal 322
Subdirektorat Pemberdayvaan Umat dan Pengembangan
Budaya terdinl atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 323

persuratan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negura, kerumahtanggann, kearsipan, data, dan
dokumentusi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sehegaimana dimaksud pada
avat (1), dalam melaksanakan tugusnya secary
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

socara  operasiona]l  bertanggung  jawab kepada
dircktorat,

Baglan Kelima
Direktorat Pendidikan Kristen

Pasal 324
Dirckiorat Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 304 huruf ¢ mempunyai tugas meluksanakan
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Pasal 325
Dalam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Prisal 324, Direktorat Pendidikan Kristen
menyelenggarakan fungsi:
&  perumusan kebjjakan di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijukan di bidang

c pmingkaun kualitas pendidikan kﬂ:mlncr peserta

d. fasilitasi sarana dan prasarana  seérta pendanaan
pendidikan agama dan keagamaan Kristen;

€ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendidikan agama dan keagampan Kristen;

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi df bidang
pendidikan agama dun keagarmusan Kristen;

g pelaksanagn evaluasi dan laporan  di
pendidikan agama dan keagamaan Kristen: dan

h.  pelaksanaan administrasi direktorat,

Pasal 326
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Kristen terdiri
ams:
&. Subdirektorat Pendidikan Dasar;
b.  Subdirektorat Pendidikan Menengah;
c.  Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 327
Subdirektiorat Pendidikan Dasar sebagaimana dimsksud
dalam Pasal 326 hurnif &« mempunyai tugss melaksanalan
penyispan  perumusan  dan  pelaksanasn kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Kristen tingkat dasar,

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 327,  Subdirvktorat Pendidikan  Dasar

menyelenggarakan fungsi: -

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanasn kebijakan teknis o bidang pendidikan
agama dan keagamaan Kristen tingkat dasar

b. penyiapan hahan penyusunan norma, standar,
prosedur, den kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamnan Kristen tingkat dasar;

¢ penyiapan bahan pelaksanasan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Kristen tingkat dasar; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen
tingkat dasar,
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kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan  Kristen tingkat
menengah.

b. penyiapan penyusunan norma, standar,
proscdur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
darn keagamaan Kristen tingkat menengah;

¢ penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamann
Kristen tinghat menengah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaun evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan wgama dan keagamaan Kristen
tingkat menengah.

Pasal 332
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdini aras Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 333
Subdirektorat Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 326 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kritoria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan di
bidang pendidikan tinggl keagamaan Kristen.

Pasai 334

Dalam melaksanakun tugas scbagaimana dimaksud dulam

Pasal 333, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

@ penyiepan  bahan  perumusan, koordinasi, dan
ptlaksansan kebijskan teknis pendidikan agama dan
keagamaan Kristen di bidang pendidikan tinggi;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Kristen di bidang pendidikan tinggi:

¢ penyispan bshan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan keagamaan Kristen di
bidang pendidikan tinggi; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
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pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan
Kristen di bideang pendidikan tinggi.

Pasal 335
Subdirektorat Pendidikan Tinggl terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 336

(1) Subbsagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 326 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelauyanan  urusan  persuratan,  perencanaan,
kepegawaian, ketatnlnksanaan, keuangan, barang
milik negarn, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2] Subbagman Tatn Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanskan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jendemi dan
secara operasional bertanggung jawab  kepada

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KATOLIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 337
(1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
[2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
dipimpin cleh Direktur Jenderal.

Pasal 338
Direktorat  Jendernl Bimbingan Mesyarakal Knatolik
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanpan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat
Katolile sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 338, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Katolik menyelenggarakan fungsi:

&  perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agania dan keagamaan Katolik,

c. pelaksanaan pembinsan penyelenggaraan urusan
agama dan pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Euﬁ;m agama dan pendidikan agama dan keagamaan

tolik;
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e. pelaksanaan pemantnuan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan agama dan
keagamann Katolik;

pelaksannan administrasi direktorat jenderal; dan

g  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

¥y |

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 340
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik terdiri aras:

o Eah*;kmm Dircktorut Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katg

b. Dircktorat Urusan Agama Katolik; dan

c. Direktorat Pendidikan Katolik

Bagian Ketiga
Selretariat Direktorat Jendera! Bimbingan Masyarakat
Katolik

Pasal 341
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a
mempunyni tugas melaksandkan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungsn odministrasi kepada
selurith unit organisasi pada dircktorat jenderal sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 341, Sclretarist Direktorat Jenderal Bimbingan

Mnnyamknt Katolik menyelenggarakan fungsi:
koordinasi dan  penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;

b, koordinssi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,

e, pengelolaan urusan keuvangan dan bareng milik
NeEaEra;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina
pengembangan karier pegawai;

. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama  bidang
bimbingan masyarakat Katolik;
pEnyUsSuUnan  rancangan  peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembuangan sistern informasi;

L koordinasi dan pelaksanasn publikasi dan hubungan
masyarakat;

j»  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan; dan

k. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan.

Pasal 343

Susunan organisasi Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Musyarakat Katolik terdiri atas:
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a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 344
Baglan Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 huruf g mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan perlengkapan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan
barung milik negara direktorat jenderal,

Pasal 345

menyelenggarakan fungsi:

a.  pelaksanaan urusan ketatausahaan:

b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

¢ penylapan bahan pengelolnan periengkapan  dan
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan

d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemelinharaan
bararg milik negara.

Pasal 345

Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Katolik

Pasal 347
Direktorat Urusan Agama Katolik scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 340 huruf b mempunyal tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan tcknis, dan evaluasi, serta pengawasan di
bidang Urusan Agama Katolilk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 348
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 347, Direktorat  Urusan Agnma  Katolik
menyelenggarakan fungsi: _
&  perumusan kebijakan di bidang urusan agama Katolik;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
urusan agama Katolik;
¢, peningkatan kualitas urusan agama Katolik;
d. fasilitasi sarana dan prasarana scrta pendanaan
urusan agama Katolik;
€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan agama Katolik:
f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Katolik,
pelaksanaan cvaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Katolik; dan
h. pelaksanaan administrasi direktorat.
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Pasal 349
Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Kamlik
terdiri atas:
Subdirektorat Kelembagaan,
Subsdirektorat Penyuluhan;
Subdirektorat Pemberdayaan Umat;
Subbagian Tala Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 350
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, knteria, bim
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaasn
agama Katofik,

pepnop

Pusal 351

Dalam melaksanakan tugns sebugaimana dimaksud dalam

Pasal 350, Subdircktorat Kelembagaan menyelenggarakan

fungsi:

i, penyinpan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
ugarnn Katolik;

b, penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Katolik;

¢. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan agama Katolik; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagaan agarma Katolik.

Pasal 352

Subdirektorat Kelembagasn terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 353
Subdirekiomt Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksansan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan
agema Katolik,

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 353, Subdircktorat Penyultihan menyelenggarakan

fungsi

4. penyiapan bahan perumussn, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan
agama Katolik;

b.  penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang penyuluhan agama
Katolik;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Katolik; dan
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d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluhan agama Katolik.

~ Pasal 355
Subdirektorat Penyuluhan terdini atas Kelompok Jabatan
Fungsional

Pasal 356
Bubdirektorat Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 349 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perumusan dan  pelaksansan  kebijakan,
penyusunan norma, standasr, prosedur, kriterin, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
umat Katolik.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 356, Subdirektorat Pemberdayaan Umat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdavaan
umat Katolik;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan umat
Katolik;

&, penyiapan bahan pelaksanaun bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan umat Katolik; dan

d.  penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat Katolik.

Pasal 358 _
Subdirektorat Pemberdaynan Umat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 359

(1) Subbagian Tata Usahs sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 349 hurul 'd mempunvai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawnian, ketatalaksansan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
doltumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagnimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara operasional bertanggung jawab  kepada
direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Katolik

Pasal 360
Direktorat Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 340 huruf ¢ mempunysi tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan  di
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bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 360, Dircktorat Pendicikan Katolik

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Katoll;

b. koordinasi dan pelaksanasn kebijakan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

€.  peningkatan kualitas pendidikan karakter
didik pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
pendidikan agama dan keagamaan Katolik;

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendidikan agama dan keagamasn Katolik;

f  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan agama dun keagamaan Katolik:
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Katolik; dan

h. pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasal 362
Susunan organisasi Direktorat Pendidilkan Katolik terdis

atas

a. Subdirektorat Pendidikan Dasar;

b. Subdirektorat Pendidikan Menengah;
c.  Subdirektorut Pendidikan Tinggi;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pas=al 363
Subdirektorat Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 362 huruf a mempunyal tugus melaksanakan
penyiapan perumusan den  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, stundar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Katolik tingkat dasar,

Pasal 364

Daiam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam

Pasal 363, Subdirektorat Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi:

8. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan kesgamaan Katolik tingkat dasar;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamnan Katolik tingkat dasar;

€. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Katolik tinglat dasar; dan

d. penyiapan héhan pelaksansan evaluasi dan laporan di

bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik
tingkat dasar,



Pasal 365
Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 366
Subdirektorat  Pendidikan  Menengah  se na
dimaksud dalam Pasal 362 huruf b mcmpunb;;ﬂ.lnm
melaksanalan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijalan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan agama dan keagamaan Katolik tingkat
menengah.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugss schagaimana dimaksud dalam

Pasal 366, Subdirektorat Pendidikan  Menengah

menyelenggarakan fungsi:

4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidilan
agama dan keagamaan Katolik tingkat menengah;

b. penyiapan bahan pényusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamann Katolik tingkat menengah;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tekhis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Katolik tingkal menengah; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluas| dan laporan di
bidang pendidikan agama dan keasgamaan Katolik
tingkat menengah.

Pasal 368
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdini atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 369

Subdlirektorat Pendidilan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 362 hurul ¢ mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
imbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan Katolik di
bidang pendidikan tinggi

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 369, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan weknis pendidikan agama dan
keagamaan Katolik di bidang pendidikan tinggi;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
darn keagamazn Katolik di bidang pendidikan tinggi;

c. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan keagamaan Katolik di
bidang pendidikan tinggi; dan



-81 -

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan

i pendidikan  agama dan  kepgamaan
Katolik di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 371
Subdirektorat Pendlidikan Tinggi terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 372
(1) Subbagisn Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 362 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan k;: perencanaan,

(2] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat. (1), dalam meloksanakan tugasnya secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan

secara  operasional  bertanggung  jawab  kepada
direktorat,

BAB X
DIREXTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
HINDU

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 373
[1}) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarskat Hindu
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah
dun bertanggung jawab kepada Menteri,
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 374
Dircktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
mempunyal  tugas merumuskan sertn  melaksanakan
kebijakan dasn standardisasi di  bidang bimbingan
masyarakat Hindu sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam

Pasal 374, Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu menyelengparakan fungsi:

@ perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
pendidikan agama dan keagamaan Hindu:

b, pelaksanaan kebijakan di bidang urusan sgama dan
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

€. pelaksanaan pembinaan penyeletiggaraan pendidikan
agam4 dan keagamaan Hindu;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidiknn Hindu;



- 82 -

¢. pelaksanaan pemantauan, cvaluasi, dan pelaporun di
bidang urusan agama dan pendidikan Hindu;

. pelaksanaan  administrasi  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu: dan

R  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 376
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu terdini atas:
&  Seckoretariat Direktorst Jenderal Bimbingan Masyaralkat

Hindu;
b.  Direktorat Urusan Agama Hindu; dan
. Direktorat Pendidikan Hindu.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu

Pasal 377
Sekretariat  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu sebagaimana dimaksud dulam Pasal 376 huruf a
mempunys! fugas melaksanaken koordinasi pelaksanasn
fugns dan pemberian dukungan administrasi  kepada
seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 378

Dalam menyclenggarskan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 377, Sekretarint Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencann, pProgram,
kegiatan, dan angearan;

b. koordinasi pemantausn dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

¢ pengelolasn urusan keuangan dan  barang milik
negar.

. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

¢, pengelolaan  administras!  kepegawadan dan  bina
pengembangan karier pegawai;

f. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
bimbingan masyarakat Hindu;

g pényusunan rancangan peraturan  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungsn
masyarakat;

j- ptlaksanaan urisan ketatausahaan dan

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 379
Susunan organisasi Seckretariat Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas:

4
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a4 Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
b,  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 380
Bagian Umum dan Barang Milik Negara scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 379 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausshsan, kerumahranggaan,
dan perlengkapan, serta pcmanfnn.tan dan pcmdihnrann
barang milik negara pada direktorat jenderal.

Pasal 381
Palam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 380, Baglan Umum dan Barang Milik Negara

mmrclummhnl‘ungw

pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kcnnmhmnm;
G E:nguhlnnn dan pelaksanaan urusan perlengkapan;

M
d. penyiapan bahan pemanfantan dan pemelihasraan

barang milik negara.

Pasal 382
Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
Baginn Keempat

Direktorat Urusan Agama Hindu

Pasal 383
Direktorat Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud
datam Pasal 376 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
bimbingan teknis, den evaluasi, serta pengawasan di
bidang urusan agama Hindu sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 384
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 383, Direktorat Urusan Agama  Hindu
mmycmknn fungsi:
perumusan kebijakan di lidang urusan agama Hindu;
b. koordinasl dan pelaksanann  kebjjakan di bidang
urusan agnma Hindu;
¢  peningkatan kualitas urusan agama Hindu;
d, fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan agama Hindu;
e penvusunan norma, standar, prosedur, dan kritera di
bidang urusan agama Hindu;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama Hindu; '
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang urusan
agama Hindu; dan
pelaksanaan administrasi direktorat.

-
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Pasal 385
Susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Hindu terdinl
8. Subdircktorat Kelembagaan:
b. Subdirektorat Penyuluhan;
c. Subdirektorat Pemberdayaan Umat;
d.
e

Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 386
Subdirektorat Kelembagaan sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 385 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan nnrmu, standar, pmmdur kriteria, bi
teknis, cvaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan
agama Hindu,

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebaguimana dimaksud dalam

Pasal 386, Subdirektorat Kelernbagesan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyjapan bahan perumusan, koordinesi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Hindu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma,  standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Hindu,

e. penyiapan bahan pelaksanasan bimbingan teknis don
supervisi di bidang kelembagaan agama Hindu; dan

d. penyiapan bahun pelaksanaan evalussi dan laporan di
bidang kelembagaan agama Hindu,

Pasal 388
Subdircktorat Kelembagran terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 389
Subdirektorat Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 385 hurul b mempunyai tupas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksansan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, evalussi, dan pelaporan di bidang penyuluhan
agama Hindu,

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 389, Subdirektoral Penyvuluhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan
agama Hindwu;

b. penyiapan bahan penyusunan norme, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan agama
Hindu;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Hindu; dan



d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang penyvuluhan agama Hindu.

~ Pasal 391
Subdircktorat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 392
Subdirektorat Pemberdayvaan Umat sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 385 huruf ¢ mempunyai tugss melaksanakan
penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
ponyusinan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdaysan
umit Hindu.

Pasal 393

Dalam melaksanakun tugas sebagaimana dimaksud datam

Pasul 392, Subdirektorat Pemberdayaan  Umst

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayasn
umat Hindu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan umat
Hindu;

¢. penylapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdaysan umat Hindu; dan

d. penviapan bahan pelaksannen cvaluasi dan laporan di
bidang pemberdayaan umat Hindu.

Pamal 394
Subdircktorat Pemberdayaan Umat terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

Pasal 395

(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 385 huruf d mempunyai tuges melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanasn,
kepegawaian, keotatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumnhtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebaganimana dimaksud pada
ayat (1), dalum melaksanakan tugasnya secara

berada di bawah Bagian Umum dan

Milik Negarn pads Sckretariat Direktorat Jenderal dan
secara  operasionsl  bertanggung jawab kepada
direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Hindu

Pasal 396
Direktorat Pendidikan Hindu sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 376 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,



Pasal 397
Dalam melaksanakan fugas sebaguimana dimaksud dalam
Pasal 396, Dircktorat Pendidikan Hindu menyelenggarakan
fungsi:
&, perumusan kebijakan di bideng pendidikan agama
dan keagamaan Hindu;
b.  koordinasi dan pelaksansun kebjjakan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

didik pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

d. raﬁﬂmﬂmadnnmmnmam
pendidikan agama dan keagamaan Hindu:

€. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

. pemberion bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu;

B pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Hindu; dan

h. pelaksanaan administrasi direktorat,

Pasal 398
Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Hindu terdir
atas:

Subdirektorat Pendidikan Dasar:
Subdirektorat Pendidikan Menengah;
Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok .Jabatan Fungsional.

Pasal 399
Subdircktorat Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 huruf a mempunyai tugas melaksanulan
penyispan  perumusan dan  pelaksanaan kebijuikan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteris, bimbingan
teknis, ecvaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
sgama dan keagamaan Hindu tingkat dasar,

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 399, Subdirektorat Pendidikan Dasar

menyelengearakan fungsi:

a. J;myupan bahen perumusan, koordinasl, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agarnn dan keagamaan Hindu tingkat dasar;

b. penyiapan bahan penyusunen norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu tingkar dasar;

supervisi di bidang pendidikan agsma dan keagamaan
Hindu tingkat dasar; dan

ranoe
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d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidiknn agama dan keagamaan Hindu
ungkat dasar.

Pasal 401
Subdirektorat Pendidikan Dasar terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 402

Subdirektorat  Pendidikan  Menengah  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 398 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan tcknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan  agama dan keagamaan Rindu tingkat
menengah.

Pasal 403

Dalam melaltsanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 402, Subdircktorat Pendidikan  Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bideng pendidikan
agama dun keagamsaan Hindu tingkat menengah;

b.  penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriterin di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Hindu tingkat menengah;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tekms dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan sgama dan keagamasn Hindu
tingkat menengah.

Pasal 404
Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri atas Keloinpok
Jabatan Fungsional.

Pasal 405
Subdirektorat Pendidikan Tinggi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 398 huruf ¢ mempunyai tuges melaksanakan
penytapan perumusan, kootdinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, scrta laporan dj
bidang pendidikan tinggi keagamaan Hindi,

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasu] 405, Subdirektorat Pendidikan Tinggi

menyelenggarakan fungsi;

& penylapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagamaan IHindu di bidang pendidikan tinggi;

b. penylapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidiken agAMma
dan kepgamaan Hindu di bidang pendidikan tinggi;

<
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c. pmyigpunbahmpewmmm bimbingan teknis dan
stpervisi pendidikan agama dan keagamaan Hindu di
bidang pendidikan tinggi; dan

d. penviapan bahan pelaksanasn evaluasi dan laporan
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu
di bidang pendidikan tingi.

Pasal 407
Subdirektorat Pendidikan Tinggi terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,

Pasal 408

(1) Subbagian Tats Usaha schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3%8 huruf d mempunyai tugas melakukan
pelayanan  urusan  persuratan,  perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat.

{2) Subbagian Tata Usahe sebagaimasa dimaksud pada
ayal (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
[ungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretanat Direktorat Jenderal dan
d:“::f:“ operasional bertanggung jawab  kepada

irektorat,

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
BUDDHA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 409
(1) Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakst Buddha
merupakan unsur pelaksana vang berads di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri,
|2} Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
dipimpin oleh Direktur Jenderal,

Pasal 410
Dircktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
mempunyal tugans merumuskan sertn  melaksanakan
kebijakan dan standardisasi di  bidang bimbingan
masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuamn peraturan
perundang-undangan.

Pasal 411
Dalam melaksanakan nigas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 410, Direktorat Jenderal Bimbingun Masyarulait
Buddha menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan
2 pm;:i:;i:knn agama w{};nn keagamaan Buddhs;
. pe naan kebj di bidang urusan sgama dan
pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan
agama dan keagamasn Buddha;
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan agama dan pendidikan Buddha:

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;

f. pelaksansan administrasi Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri,

~ Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 412
Susunan Organisasi [irektorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha; dan
b, Direktorat Urusan dan Pendidiken Agama Buddha,

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha

Pasal 413
Sekretariat Direktorat Jendera! Bimbingan Masyarakat
Buddha sebagaimanga dimaksud dalam Pasal 412 huruf a
mempunynl tugas melaksanskan koordinasi
taugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
selurub unit organisasi pada direktorat jenderal sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 414
Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud
dalamm Pasal 413, Sekretariat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran;
b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;
¢. pengelolaan urusan keuangan dan barang mitik

ncgam
p:hks&nmunmnm'gnnjmﬂdun tata laksana;
¢, pengelolann  administrasi kepegawaian dan  bina

2

pengembangan karier pegawai;

.  koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
himbingan masyarakat Buddha;

- penyusunan rancangan  peératuran  perundang-
undangan dan advokasi hukum;

pengelolann data dan pengembangan sistem informasi;
konrdinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
masyarnkat;

pelaksanaan UrASan ketatausahasan dan
kerurmnahtanggaan; dan

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

¢



Pasal 415
Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
Bimbingan Masynrakat Buddha terdiri atas:
a. Bagian Keuangan dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 416
Bagiun Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 huruf 8 mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, kKerumahtanggaan, periengkapan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan ba milik negara pada
direktorat jenderal. .

Pasal 417
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ﬁmPnsal 416, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
gsi:
a. pelaksanasn urusan ketatnusahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumnhtanggaan;
c. penyiapan bahan pengelolann perlengkapan dr.m
urusan perlengkapan; dan
d. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan
barang milik negara.

Pasal 418
Bagian Keuangan dan Umum terdirl atas Kelompok
Jabatan Fungsiona.

Baginn Keempat
Direktorat Urusan dan Pondidikan Agama Buddha

Pasal 419

Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 hurufl b
mempunyai tugas melaksanaken perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,
dan cvaluasi, serta pengawasan di bidang urusan dan
pendidikan agama Buddha sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 420

Dalam meluksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 419, Dircktorat Urusan dan Pendidikan Agama

Buddha menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang urusarn sgama dan
pendidikan aguma Buddha;

b. koordinssi dan peluksanaan kebijakan di bidang
urusan dan pendidiken agama Buddha;

¢. peningkatan kualitas urusan dan pendidikan agama
Buddha;

d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
urusan dan pendidikan agama Buddha;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang urusan dan pendidikan agams Buddha;

[ pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
urusan dan pendidikan agama Buddha;
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g pﬁnkmmwﬂuﬂldmhmndihidmgumm
dan pendidikan agama Buddha; dan
h.  pelaksanasn administrasi direlctorat,

Pasal 421
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha terdiri

atas:
Subdirektorat Kelembagaan;
Subdirektorat Penyuluhan:
Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah;
Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jubatan Fungsional.

mAafa D

Pasal 421 huruf a mempunyai tugas melaksanalan
penyinpan perumusan  dan  pelaksanaan kebijaknn,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kriteria,
bimbingun  tektis, evaluasi. dan pelaporan  di bidang
kelembagaan agama Buddha,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimuksud dalam

Pasal 422, Subdirektarat Kelembagnan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
agama Buddha,

b. penyiapan bahan penyusunan  norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan agama
Buddha;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingsn teknis dan
supervisi di bidang kelembagaan agama Buddha; dan

d. penyiapan bzhan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang kelembagann agama Budd}

Pasal 424
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas Keloampok Jabatan

Fungsional,

Pasal 425
Subdirekiorat Penyululan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 421 hurufl b mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan  dan  pelaksanasn kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kriteria,
bimbingan teknis, cvaluasi, dan peleporan di bidang
penyuluhan agama Buddha,

Pasal 426
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirmaksud dalam
Pasal 425, Subdirektorat Penyuluhan menyelengegarakan
fungsi:
4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijukan teknis di bidang penyuluhan
agama Buddha;



b, penyiapan buaban penyusunan norme, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyuluban agama
Buddha;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyuluhan agama Buddha: dan

d. penylapan bahan pelaksansan evaluasi dan laporan di
bidang penyuluhan agama Buddha.

Pasal 427
Subdirektorat Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional,

Pasal 428

Subdirektorat  Pendidiken Dasar dan Menengah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf ¢
memplnyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksansan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan tolmis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan sgama dan keagamaan
Buddha tingkat dasar dan menengah,

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 428, Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapen bahan perumusan, koordinasi, dan
peluksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agams dan keagamaan Buddha tingkst dasar dan
mencngah;

b. penyispan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengab;

€. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Buddha tingkat dasar dan menenguh; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bidang pendidikan agame don keagamasan Buddha
tingkat dasar dan menengah.

Pasal 430
Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 431
Subdirektorat Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 421 huraf d mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumussn, koordinasi, dan
kebijakan, penyusunen norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, sertn laporan di
bidang pendidikan tinggi keagamaan Buddha.

Pasal 432
Dalam meloksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 431,  Subdirektorat  Pendidikan  Tinggi
menyelenggarakan fungsi;
4. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
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pelaksanuan kebijakan teknis pendidikan agama dan
keagnmaan Buddha di bidang pendidikan tinggi;

b. penviapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Buddha di bidang pendidikan tinggi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi pendidikan agama dan keagamaan Buddha
di bidang pendidikan tingg; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan
pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan
Buddha di bidang pendidikan tinggl.

Pasal 433
Subdirektorat Pendidiken Tinggl terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

Pasal 434

(1] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 221 hurul e mempunyai tugas melalkkan
polayanan  urusan  persuratan, — perencanaan,
kepeguwaian, ketataluksanaan, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi direktorat

(2) Subbagian Tata Usaha schagaimana dimaksud pacds
ayat (1), dalam melaksanakan ugssnys secarn
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan Barang
Milik Negara pada Sckretariat Dircktorat Jenderal dan
secara  operasional bertanggung jawab kepada
direktorat.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 435
(1) Inspektorat Jenderal merupakan unsur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri,
(2) Inspekworat Jenderal dipimpin oleh Inspektur
Jenderal.

Pasal 436
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasiny intern pada Kementerian Agama.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud dalam

Pasal 436, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

@. penyusunan kebjjakan teknis pengawasan internal
pada Kementerian Agama;

b, pelaksanaan pengawas=an internal pada Kementerian
Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviv, evaluasi, pemantavan, dan  kegistan
pengawasan lalnnya;
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¢. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Mentern;

d. penyusunan laporan  hasil pengawasan pada

Kementerian Agama;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

=0

Pasal 438
Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:
Sekretariat Inspektorat Jenderal;
Inspektorat Wilayah [
Inspektorat Wilayah [I;
Inspektorat Wilayah I11;
Inspcktorat Wilayah IV;
Inspektorat Investigasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

EE R

Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 439
Selretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 438 huruf & mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberion dukungan
administrasi kepada sehuruh umit organisasi Inspektorat
Jenderal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 439, Sekretariat Inspektorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

n  koordinasi perencanean XKinerja pengawasan  dan
anggarin,

b, pengelolann keuangan di lingkungan Inspektorat
Jenderal;

¢. pengelolaan eviluasi dan pelaporan akuniabilitas;

d. penyusunan bahan organisasi dan tata laksana pada
Inspektorat Jenderal;

e. penelaphan hukum dan penyusunan peraturan
perundang-undangan pada Inspektorat Jenderal;

f. pengelolaan administrasi kepcgawaijan pada
Inspektorat Jenderal;

g pengelolaan hasil pengawasan internal, eksternal,
pengadunn masyarakat, whistleblowing system,
pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan  sistem
informasi;

h. pengelolaan kehumasan pada Inspektorat Jenderaul;

i. pengelolann barang milik negara pada Inspektorat
Jenderal; dan

j-  peclaksanaan urasan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan pada Inspektorat Jenderal.



Pasal 441
Sekretariat Inspekiorat Jenderal rerdiri atas;
a. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem
Informasi, dan Pengaduan Masyarakat;
b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 442
Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi,
dan Pengaduan Masyamakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 441 huru! a mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengelolaan dan analisis data hasil penguwasan,
pengembangan  sistem  informasi  pengawasan, dan
pengelolaan pengaduan masyarnkat

Pasal 443

Dalam melaksanskan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 442, Bagian Pengelolann Hasil Pengawasan, Sistem

;ulainrmai dan Pengaduan Masyarukat menyelenggarakan

s

a. penyiapan bahan pengelolann data hasil pengawasan
dan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal;

b. penyiapan bahan pengelolaan data hasil pengawasan
don tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa
Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, dan lembaga penegakan huloum; dan

¢ penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyorakat
dan pengembangan sistem informiasi.

Pasal 444
Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem: Informasi,
dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pasal 445
Baginn Kepegawaian dan Umum sebaguimana dimaksud
dalam Pasal 441 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penviapan pengelolaan administrasi kepegawalan, urusan
kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, dan
hubungan masyarakat pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 446
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 445,  Bagian Kepegawaian dan Umum
mrmy-:lcnggamkm-l fungsi;
penyiapan  bahan pengelolaan mdministrasi

kepegawnionm,
b. pelaksangan urusan rumaeh tangga dan tata usaha;

dan
e. penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat.

Pasal 447

Bagian Kepegawalan dan Umum terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,
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Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah |

Pasal 448
Inspektorat Wilayah | sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf b mempunyai tugas merumuskan strategi
pengawasan  dan melaksanakan pengawasan  intern
meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu,
evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan

brusan tata usahm dean rumah tangga yang melipud
wilayah Direktorat Jenderal Penyclenggaraan Haji dan
Ummh.bh:kmmdmﬂcrﬂﬁmbhgnuuyamm Kristen,
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan, Aecch, Sumatera Selatan, Jawa Barat,
Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, dan Maluku,

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 448, Inspektorat Wilayah 1 menyelenggarakan fungsi;

|, perumusan strategi pengawasan dan program kerjo
tahunan;

b penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran  di bidang
pengeloluan keuangan negarn dan pelaksanaan tugas
dun fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspek
kehemntan,  efisiensi, dan  efektivitas bidung
perencanaan, Kepegawaian, Keusngan, dan barang
millk negars;

€. pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinerja,
audit deéngan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan
Pemantauan,

d. pelaksanann pengawasan lainnya meliputi: sosialisasi

mengenal pengawasan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan, pembimbingan dan konsultansi;
penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan:
pengoordinasian  hasil pengawssan  intern dengan

Inspektoratl Investigasi terhadap penyimpangan yang

berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara,

dan indisiplitier pegawai;

pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan _

pelaksanann urusan tata usaha dan rumah tangga

Inspektorat Wilayah 1.

Pasal 450
Inspektorat Wilayah [ terdiri atas:
. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 451
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
450 hural & mempunysl tugss melakukan pelayanan

urusan tata usahe dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
L

o

i
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Bagian Kelima
Inspektorat Wilayah [1

Pasal 452

[nspektorat Wilayah !l sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf c mempunyai tugas merumuskan stralegi
pengawasan dan melaksanakan pengawasan  intern
meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertenty, reviu,
evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lamnya, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan serts pelaksanaun
urusan tata wusaha dan rumah tangga vang meliputi
wilayah Direktorat Jendera! Pendidikan Islam, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Sumatera Utara,
Sumsatera Barat, Banten, Daecrah Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Utars, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
Gorontalo, dan Papua.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 452, Inspektorat Wilayah 11 menyelenggarakan fungsi;

A perumusdn strategi pengawasan dan program  kerja
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk  pemeriksaan,
penguiian, penilaian, dan pengukuran di bidang
penigelolaan keuongan negara dan pelaksanasn tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdiri atas aspek
kehematan,  efisiensi, dan  efektivitas i
perencanaan, Kepegawaian, keuangan, dar barang
milik negara;

¢, pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinerja,
audit dengan tyjuan tertenitu, reviu, evalussi, dan
pemantauan,

d. pelaksanaan pengawasan lainnys meliputi: sosialisasi

mengenal  pengawasan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan, pembimbingan dan konsultansi:
penyusunan dan peluporan hasil pengawasan;
pengoordinasian hasil pengawasan intemn dengan

Inspekinrat Investigasi terhadap penyimpangsn yang

berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara,

dan indisipliner pogawai;

pelaparan hasil kinena pengawasan; dan

pchkmmummmmunhldanmmnhumm

Inspektorat Wilayah 11,

Pasal 454
[nspektorat Wilayah I terdirl atas:
@#. Subbagian Tats Usaha; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor,

Pasal 455
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
454 huruf @ mcmpunyai tugas melakulan pelayanan
urusan tata usaha dan rurnah tangga Inspektorat Wilayah
1i.

s

.



Bagian Keenam
Inspekorat Wilayah I

Pasal 456

Inspektorat Wilayah i1l scbagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf ¢ mempunyai tugas merumuskan strategi
pengawasan  dan melaksanakan pengawasan intern
meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu,
evaluiasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan serta pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang melipuii
wilayah [irektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Riau, Kepulauan
Rizu, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 458, Inspektorat Wilayah Il menyelenggarakan

fungsi:

A. perumusan strategi pengawasan dan program kerja
tahunan;

b.  penyusunan nerma dan petunjuk  pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di  bidang
pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdini atas aspek
kehematan, efisiensi, dan  efektivitas  bidang
perencanaan, kepegawaian, keusngan, den barang
milik negars;

¢. pelaksanaan pengnwasan intern meliputi audit kinerja,
audit dengan nhyuan terientu, reviu, evaluasi, dan
pemantauan;

d. pelaksanaan pengawasan lainnys meliput: sosialisusi
mengenai pengawasan, pendidikan dan  pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi;

c.  penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;

. pengoordinasian hasil pengawasan intern dengan

Inspektorat Investigasi terbadap penyimpangan yang

berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara,

dan indisipliner pegawai;

pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

urusan tate usahs dan rumah tangps
Inspektorat Wilayah l11.

Pasal 458
Inspektorat Wilayah 111 terdiri atas:
n.  Subbagian Tata Usaha; dan
b, Jabatan Fungsional Auditor,

Pasal 459
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
458 hurufl @ mempunyai tugas melakukan pelayanan

m-unn tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilavah

i



ian Ketujuh
[nspektorat Wilayah IV

Pasal 460

Inspektorat Wilayah [V sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf ¢ mempunyal tugas merumuskan strateg
pengawasan dan melaksanakan pengawasan  intern
meliputi audit kinerja, audit dengun tujuan tertentu, reviu,
evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan serta

urusan tata usaha dan rumah wwnggs yang melipud
wilayvah  Sekretaniat Jenderal, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masysrakat Katolik, Inspcktorat Jenderal,
Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Dacrah
Khusus Tbu Kola Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
Nusa Tenggara Barat, Sulam Selatan, dan Papua Barat.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 460, Inspcktorat Wilayah [V menye¢lenggarakan

fungsi:

a. perumusan strategi pengawasan dan program kerja
tahunan;

b. penyusunan norma dan petunjuk  pemeriksaan,
pengujian, penilaian, dan pengukuran di bidang
pengeloisan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Agama yang terdirl atas aspek
kehematan, efisiensi, dan efcktivitas  bidang
perencanaan, kepegowalan, keuangan, dan barang
milik negarn;

¢. pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit kinerja,
audit dengan tujuan tertenty, reviu, evaluasi, dan
pemantauan,

d. pelaksansan pengawasan lainnya meliputi: sosialisasi
mengenal  pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi;

e. penyusunan dan pelaporun hasil pengawasan;

f. pengoordinasian  hasil pengawasan intern dengan

Inspektorat Investigasi terhadap penyimpangan yang

berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negarsa,

dan indisipliner pogawaii

pelaporan hasil kinerja pengawasan; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Inspektorat Wilayah V.

Pasal 462
Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usahu; dan
b. Jabatan Fungsional Auditor.

cls

Pasal 463
Subbagian Tata Usaha ul:bngﬂ.immm dimaksud dalam Pasal
462 hurufl a mempunyei tugas melakukan pelayanan

urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah
V.

<
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Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 464

Inspektorat Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
438 huruf { mempunym tugss melaksanakan strategi
pengawasan, melaksanakan audit tujuan tertentu melalui
proses investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan
kerugian keuangan negara, pelanggaran disiplin atau
penyalahgunaan wewenang, menangani permasalshan
vang menjadi perhatian publik pada Kementerian Agama,
penyusunar laporan hasil andit investigasi,
mengordinasikan hasil audit investigasi, dan pelaksanasn
urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi,

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 464, Inspoktorat Investigasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencans
kinerja tahunan, penectapan kinerja, dan program
kerja yang torkait  dengan  tugas  Inspektorut
Investigasi;

b, koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan
kejahatun keuangan yang berkaitan dengan unsur
Kementerian Agama;

¢, koordinasi penelahsan, analisis dan tindak lasjut
pengadunn masyarakat dan informasi dari media;

d. penangsan permintagn audit dengan tujusan tertentu

¢. pelaksanaan dan pengendalian  audit  investigatif
terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan
penyalihgunaan wewenang yung dilakukan oleh unsur
Kementerian Agams;

f.  peleksanaan pengumpulan data dan/atau informasi
intelijen atas penanganan audit investigatif;

g pényusunan dan penyampaian laporan  audit
investigatif serta laporan akuntabilitas kinerjs
Inspektorat Investigasi;

h. pemantauvan dan penilsian tindak lanjut hasil audit
inve -

i, prlaksanaan sosialisas] kegiatan investigasi;

J+  koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan

k. koordinasi pengaswasan yang terkait dengan tugas
Inspekiorat Investigasi;

. pemberian keterangan ahli di persidangan;

m. pelaksanann koordinasi dengan lembaga penegakan

hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus

kepada lembaga penegakan hukum; dan

peclaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga

inspektorat investigasi.

Pasal 466
Inspekiorat Investigasi terdini atas:
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a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jubutan Fungsional Auditor,

Pasal 467
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

466 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan
urusan tatn usaha dan rumah tanggs Inspektorat
Investigasi.

BAB XII
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 468
{1) Badan Pencliian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan merupakan unsur pendukung yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menterl.
(2] Badan Penclitian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan dipimpin oleh Kepali.

Pasal 469
Hadan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai tugas melaksanaskan penelitian,
pcn_gcmbnn%' an, pendidikan, dan pelatihan i bidang
agamea dan .

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 469, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan
di bidang agama dan keagamaan,; '

b. pelaksanaan peneclitian, pengembangan, pendidikan,
dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;

¢ pemantauan, evaluasi dan pelsporan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan
di bidang agama dan keaganmaan;

d. pelaksinnan administrasi Badan Penclitian  dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 471
Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan,
dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a.  Sekretarinl Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan;
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan
Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;

€
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Pusat Penelitinn dan Pengembangan Pendidikan
Agnma dan Keagamann,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah
Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;

Pusat Pendidikan dan Pelatthan Tenaga Administrasi;

g P

m

tlan
. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagarnsan,
Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidiknan dan Pelatihan

Pasal 472

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 471 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksunaan tugas dan pemberian dukungan
adrinistrasi kepade seluruh unit organisasi pada Badan
Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimansa dimuaksud dalam

Pasal 472, Sckretarint Badan  Peneliian dan

Pengembangan, dan  Pendidikan dan  Pelatihan

menyelenggamkan fungsi:

@. koordinasi peoyusunan rencana, program, Kegiatan
dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;

c. pelaksanaan pengelolaan dan laporan keuangan;

d.  pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

¢ pengelolaan  administrasi  kepegawaian dan  bina
pengembarngan karir pegawai pada badan;

. koordinasi dan pelaksanaan Kkerfa sama dan
diseminas| bidang penclitian dan pengembangan, dan
pendidikan dan pelatthan;

g peayusunan rancangan  pematuran | perundang-
undangan dan advokansi hukum;

h. pengelolaan data dan pengembiangan sistem informasi;

L. koordinasi dan pelaksanasan publikasi dan hubungan

| &

pengelolaan barang milik negara;

pengelolaan perpustakaan;

pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan

kerumahtangeaan; dan

m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

ol i

Pasal 474
Susunan organisasi Seckretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatthan terdiri atas:

a. Bagian Umum dan Perpustakaan; dan
b, Jabatan Fungsional.
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Pasal 475
Bagian Umum dan Perpustakaan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 474 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, kerumahtanggean, perlenglapan,

pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara serta
pengelolaan perpustakaan pada badan.

Pasal 476

Datam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 475, Bagian Umum dan  Perpustakaan
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan ketatausahaan;

pelaksanaan urusan kertmahtanggaan;
pcnaehlnnn dan pelaksunaan urusan perlengkapan;
penyiapan bahan pemenfaatan dan pemelharaan
barang milik negara; dan
pengelolaan perpustakaan,

Pasal 477

Baginn Umum dan Perpustakaan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

papoR

i

Baginn Keempat
Pusat Penelitinn dan Pengembangan
Bimbingan Masysrakat Agama dan Layanan Keagamaan

Pasal 478
Pusat Penelitian dan  Pengembangan  Bimbingan
Masyarakat Agama dan Layansn Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 hurufl b mempunyai tugas
melaksenakan  kebijakan  tcknis  penelitian  dan
pengembangan, dun pembinaan substantif di bidang
bimbingan masyarakat sgama dan luyanan keagamaan
sestiid dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas schagnimana dimaksucd dalam

Pasal 478, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan

Masyarakat Agama dan Layanan Keagamann

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian dan  pengembangan di bidang
bimbingan masyarakat @agama dan layanan
keagamaan,

b, penyusunan program penelitian dan pengembangan di
bidang bimbingan masyarakat agama dan layanan
keagamann yeng meliputi bimbingan masyarakat

agama, kerukunan, aliran kengamann,
penyelenggaraan haji, umrah, dan jaminan produk
halal;

c. fasilitasi dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang bimbingan masyarakat
agama dan layanan

keagamaan;
d. pelaksansan evaluasi, pelaporan, dan penjaminan
mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang
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bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
¢. pombinaan substuntil penclitian dan pengembangun
bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamann
pada balai; dan
f. penycienggaraan administrasi dan publikasi hasil
penclitian dan pengembangan.,

Pasal 480
Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 481

(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 480 huruf a mempunys: tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawsdian, ketatalaksanasn, keuangan, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi

(2] Subbagian Tata Usaha scbagnimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanskan tugasnya sccars
fungsional berndn di bawah Bagian Umum dan
Perpustakann pada Sekretariat Badan danh secara

operasional bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamnsn

Pasal 482
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pencidikan Agama dan
Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 huruf
¢ mempunyai tugss melaksanakan kebjjakan teknis
penelitian, pengembangan, dan pemibinaan substantif di
bidang pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 483

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 482, Pusdl Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Agnma. dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program  penelitian dan pengembangan di bidang
pendidikan agama dan keagamaan;

b. penyusunan program dan pelaksanaan penclitian dan
pengembangan di bidang pendidikan agama dan
keagamaan yang meliputi pendidikan raudlatul athfal,
madrasah, pendidikan agama, pendidikan tinggi
keagurmaan, dan pendidikan keagamaan;

c. fasilitasi dun kerja sama pelaksanaan penclitian dan
pengembangan di bidang pendidikan agama dan
keagamaan;
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d  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di
bidang pendidikan agama dan keagamaan scbagai
pertimbangan pengumbilan kebijakan;

e, pembinaan substantil penelitian dan pengembangan
pendidikan agama dan keagamaoan pada balai; dan

f pelaksanaan &dministrasl dan  publikasi  hasil
penclitian dan pengembangan di bidang pendidikan
agama dan keagamaan.

Pasal 484
Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamuan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b, Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 485

(1] Subbagian Tata Usaha schagaimana dimaksud dalam
Pasal 484 horuf a mempunysi tugas melakukan
pelayanan LIUsHn persuratan, perencanann,
kepegawaian, ketatalnksanaan, keuangan, berang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat.

(2] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (1}, dalam melaksanakan tugasnyva secara
fungsional berada di bawah Bagian Umum dan
Perpustakaan pada Seckretarist Baden dan secara
operasional bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi

Pasal 486

Pusat Penclitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah
Keagamaan, dan Mannjemen Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 471 huruf d mempunym tugas
melaksanakan kebijakan teknis penelitinn, pengembangan,
dan pembinaan substantil @i bidang leldur, khazanah
keagamaan, dan manajemen organisasi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dnlam

Pasal 485, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur,

Khazanah Keagasmaan, dan Manajemen Organisasi

menyelenggarakan fungsi:

@ penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program penelitian dan pengembangan di bidang
pengembangan lektur, khazanah keagamanan, dan
manajemen organisasi;

b, penyusunan program dan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pengembangun lektur,
khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi
yang meliputi manuskrip, khazansh keagamaan,
perbukuan  dan  sen: budaya keagamaan, dan
munajemen organisasi satuan kerja;
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¢. fasilitasl dan kerja sama pelaksanaan penclitian dan
pengembangan  dit bidang pengembangan lektur,
khazunah keagamaan, dan manajemen organisasi;

d. pelaksannan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di
bidang lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen
organisasi sebagal  pertimbangan  pengambilan
kebijakan,

¢. pembinaan substanti{ penelitian dan pengembangan
lektur, khoazanah keagumaan, dan manajemen
organisasi pada balai; dan

f. pelaksanaan administrasi dan publikasi  hasil
penelitinn tan pengembangan di bidang
pengembangan lektur, khazanah keagamaan, dan
mANAjemen organisasi.

Pasal 488
Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur, Khazanah Keagamann, dan Manajemen Organisasi
terdiri atas:
. Subbagan Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 489

(1] Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 488 huruf a mempunval tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, perencanaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangen, barang
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat,

{#) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan ftugasnya secara
fungsional berada di bawnh Bagian Umum dan
Perpustakaan pada Sekretariat Badan dan secara
operasional bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenagn Administresi

Pasal 490

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 471 huruf e
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan xebijakan
teknis, pengendalian mutu, penyelenggaraan, dan
pembinean substuntif  pendidikan, pelatthan, dan
pengembangan tenaga  administrasi  sesuni  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 491
Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 490, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan tensga
administrasi;
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b. pelaksanaan pendidikan dan  pelatihan  serta
pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan
dan pelatihan tenaga administrasi;

c. pengembangan sistem informasi, publikasi, fasilitasi
dan kerja sama  pendidikan dan pelatihan tenaga
administrasi;

d. pemantausn dsn evaluasi pelaksanaan dan pasca
peloksanaan pendidikan dan  pelatihan  tenaga
administrasi,

¢.  pelaksanaan bina substantif pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan tenaga administrasi pada balai;

f. penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan
dan  pelatthan serta  pengembangan  tenaga
administrasi; dan

g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 492
Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatthan
Tenagy Administrasi terdiri atas:
a. Bagnn Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 493
Bagian Tatn Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal
492 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyinpan
penyusunan  rencena,  program,  anggearan, urusan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan,
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan
barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 494

Dalam melaksakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 493, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penyusunan rencana, program,
BNERATAN, urusan kKeuangan,

b.  penyinpan bahan pelaksanann urusan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan,
perlengkapan, dan rumah tangga;

¢, penyiapan bahan pengelolaan barang milik negars;
dian
d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
Pasal 495

Bagian Tata Ussha terdiri aws Kelompok Jabatan
Fungsional.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Pasal 496
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
dan Keagamaan schogaimana dimaksud dalam Pasal 471
huraf [ mempunysi tugss melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan penyelenggarasn pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan tenaga tcknis pendidikan
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dan keagamaan sesuai dengan ketentusn  peraturan
perundang-undangin.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas seébagaimana dimaksud dalam

Pasal 496, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis

Pendidikan dan Keagamnan menyclenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan tekmis di bidang
pendidikan dan pelatihan serta penigembangan lenaga
teknis pendidikan dan keagamaan;

b. pelaksanaan pendidikan dan  pelatihan  serta
pengembangan dan pengendalian mutu tenaga teknis
pendidikan dan keagamaan,

¢, pengembangan sistem informasi, publikasi, fmsilitasi
dan kerja same pendidikan dan pelatihan tenaga
teknis pendidikan dan keagamaan;

d. pemantauan dan cvaluasl pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenagn tekmnis
pendidikan dan keagamaan;

¢. pelnksanaan bina substantif pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan tenage teknis pendidikan dan
keagamaan pada balaj;

{  penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan
dan pelatiban serta pengembangsn tenaga teknis
pendidikan dan keagamann; dan

g pelaksanaan administrasi Pusat,

Pasal 498
Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatiban
Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan terdini atas!
a. Bagisn Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 499
Bagian Tata Usahs scbagaimana dimaksud dalam Pasal
498 huruf & mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunar, rencans, program, anggaran, Urasan
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan,

kearsipan, perlengkapan, rumish tanges, pengelolaan
barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 500

Dalam melaksakan tugas sebaguimena dimaksud dalam

Pasal 499, Bagian Tata Usaha menyelengrarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program,
AMgEATAn, urusan keuangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan,
pcrlmghpm dan rumah tangga,

c. penyinpan bahan pengelolann barang milik negara;
dan

d. penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 501

Bagiasn Tawa Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan
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BAB XIII
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 502
{1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
merupakan unsur pendukung yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri,
(2] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin
oleh Kepala.

Pasal 503
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk
hilal sesual dengan ketentuan pemturan perundang-
undangan.

Pasal 504
Dalam meiaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 503, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halsl
mnytlenmarakm fungsi:
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di
bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
b.  pelaksannan penyelenggaraan jaminan produk halal;
¢c. pemantauan, evaluasi dan pelapomn pelaksanasn di
bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan
produk halal;
¢. pelaksansan administrasi Badan Penyelenggara
Juminan Produk Halal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasaal 505
Susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk
‘Halal terdir| atas: _
a chmmrint Badan Penyelenggara Jaminan Produk
l .
b. Pussat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
e,  Pusat Pembinnan dan Pengawasan Jaminan Produk
Halal; dan
d. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 506
Sekretariat Badan mempunyai tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 505 hurif a melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugss dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 506, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
&. koordinasi dan penyusunan rencana, program,

kegiatan dan anggaran;
b. koordinasi pemantauan dan cvaluasi  rencana,
program, kegiatan, dan anggaran;
pengelolaan urusan keuangan Badan;
pelaksansan urusan organisasi dan tata laksana;
pengelolaan  administrasl kepegawnian dan bina
P'Eﬂsﬂ“hﬂﬂﬂﬂn karir pegawal;
f.  koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang
juminan produk halai;
penyusunan  rancangan  peraturan  perundang-
undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan
musyarakat;
pengelolaan barang milik negara;
pelaksanaan urusan ketatwusahann dan
kerumahtanggaan; dan
I, pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan.

nan

-

e

Pasal 508
Sekretariat Badan terdirl atas:
a. Bagian Keuangan dan Umum; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 509
Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 508 hurul a mempunyai tugns melaksanakan
penyiapan bahan pengelolaan keuangan, perbendaharaan,
dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, scria
urusan tate usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan
barang milik negara pada Badan

Pasal 510
Dalam melaksanakan tugis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15!)9. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
fungsi:
a. penylapan behen koordinasi dan pengelolaan
keuangan dan perbendaheraan pada Badan;
b. penyiapan bahan pelaksannan _veﬂﬁhsi. alountansi

¢. pelaksanaan urusan ketatausahann dan

d. pengelolnan dun pelaksanasn urusan perlengkapan;
dan

€. pemanfasian dan pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 511
Bagian Kewangan dan Umum terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.
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Bagian Keempat
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pasal 512
Pusat Registrasi dian Sertifikasi Halal scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 505 huruf b mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis sertn evaluasi di bidang registrasi dan
serfifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 512, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal

menyelenggarakan fungsi:

w.  perumusan dan pelaksansan kebijakan di bidang
registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian
kesesuaian,

b,  peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi,
verifikasi dan penilaian kescsuaian;

¢. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanann
rogiatrasi, sertifikani, verifikasi dan  penilsion
kosesiiainn;

d.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang rcgistrasi, scrtifikasi, verifikasi dan penilaian
kesesuaian,

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi i bidang
regisirasi, sertifikasi, verifikasi 'dan  penilnien
kesesuaian;

£ pulnksanann mhiasidmlﬂpumdlmm
gertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan

g pelaksanaan administrasi dircktorat.

Pasal 514
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:
a. Subbagun Tata Usahs; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 515

(1) Subbagian Tata Usgha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 514 huryf a mempunyal tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan,  perencanaan,
kepegawadnn, ketatalaksanaan, keunngan, barang
milile negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan
dolumentas: pusat.

(2) SBubbagian Tata Usaha scbagaimana dimalksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan higasnya secara
fungsional berades di bawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional
bertanggung jawab kepada pusat.

Bagian Kelima
Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 516
Pusat Pembinean dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
schagaimann dimaksud dalam Pasal 505 huruf mempunyai
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¢ ftugas menyusun dan melaksanakan kebijakan,
bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinsan dan
pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 516, Pusst Pembinaan dan Pengawasan Jaminan

Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

a  peramusan kebjjakan dan pelaksanaan di bidang bina
auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan
produk halal;

b, peningkatan kualitas layanan bina auditor halal,
pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

¢ fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta
pendansan bins auditor halal, pelaku usaha, dan
pengawasan jaminan produk halal;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bina auditor halal, pelsku usaha, dan
pengawasan jaminan produk halal;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan
jaminan produk halal;

{ pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang Dbina
auditor halal, pelaku usaha, dan pengawusan jaminun
produk halal; dan

g pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 518
Pusat Pembinsan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usahs; dan
b. HKelompok Jabatan Fungsional.

Pasai 519
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 518 hurul a mempunyai tugas melakukan
pelayanan  urusan  persuratan, — perencanaan,
kepegawsnian, ketatalaksanaan, keuangan, bareng
milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, can

dokumeritasi pusat.
(2} Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan fuUgasnya sccara

fungsional berada di bawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Sekretarint Badan dan secara operasional
berlanggung jawab kepada pusat

Bagian Keenam
Pusit Kerjn Sama dan Standardisasi Halal

Pasal 520
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4505 huruf d mempunyal rugas
menyusun melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangon.

(4
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Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud dalam

Pasal 520, Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijekan di bidang kerja sama dan
standardisasi produk halal;

b. pemingkatan kualias layanan kerja sama dan
standardisasi produk halal;

¢. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja
sama dan standardisasi produk halai;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritesia di
bidang kerja sama dan standardisasi produk halsl;

¢, pemberign bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kerjn sama dan standardisasi produk halal;

. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kera
sama dan standardisasi produk halal; dan

g pelekssnaan administrasi direkrorat.

Pasal 522
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal terdiri atas:
a. Subbagian Tula Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsionsl,

Pasal 523

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 522 huruf a mempunyai tugas melakukan
pelayanan urusan persuratan, PETeNCAnGEn,
kepegawaian, ketatalaksannan, keuangan, barang
milik negnra, kerumahtangeaan, kearsipan, data, dan
dokumentasi pusat

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional berada di Lawah Bagian Keuangan dan
Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional
bertanggung jawab kepada pusat.

BAB XIV
STAF AHLI MENTERI

Pasal 524
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Bekretaris Jenderal.

Pasal 525
Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri atas:
a  Stal Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan,
b, Staf Ahl Bidang Manajemen Komunikasi dan
Informasi; dan
e, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 526
(1) Staf Ahl Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 525 huruf &
memplnyai tugas memberikan rekomendasi terhadap
isi-isu strategis kepada Menteri di bidang hubungan
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kelembagaan keagamaan.

(2) Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan
Informasi scbagaimana dimaksud delam Pasal 525
huraf b mempunyai tugas memberikkan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang
manajemen informasi dan komunikasi.

(3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 525 huraf c
mempunyal tugas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Menteri di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

BAB XV
PUSAT

Bagian Kesatu
Pusat Rerukunan Umat Beragama

Pasal 527
(1) Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepads
Menteri melalui Sekretaris Jenderal,
(2) Pusat Kerukunsn Umnt Beragama dipimpin oleh
Kepala,

Pasal 528
Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang kerukunan umat beragama  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 529

Dulam menyelenggarnkan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 528, Pusat Kerukunan Umat Beragama

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebljukan, rencidna, program dan
anggaran di bidang kerukunan umat beragama;

b. pelaksangan program di bidang pembinaan lembaga
kerukunan egama, lembaga keagamaan, dan
harmonisasi umat beragama;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritenin di
bidang kerukunan umat beragama;

d. pengembangan komunikas: terhadap aliran
Kepercayaan,

e. koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan
penanganan masalah kerukunan umat beragama;

{. pemberian bimbingan teknis dan cvaluasi di bidang
kerukunan umat beragama; dan

g pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 530

Busunen organisasi Pusat Kerukunan Umat Betagama
terdird atas:
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Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembagn Keagnmaan;

b. Bidang Harmonisasi Umat Beragnma;
¢. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 531

Bidang Bina Lembaga Kerulunan Agama dan Lembaga
Keagamaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf
a mempunyai tugas melaksangkan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, periyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, kriteria, bimbingan teknis, cvaluasi, dan
pelaporan di bidang bina lembaga kerukunan agama dan
lembaga keagamnan,

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimuksud dalam

Pasal 531, Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan

Lembsage Keagamann menyelengearakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang bina lembaga kerukunan beragama dan
lembaga keagamaan;

b. penyusunan bahan penyusunan norma, staridar,
prosedur, dan kriterin di bidang bina lembaga
kerukunan beragama dan lembaga keagamaan;

c. penyiapan bahan peluksanaan program di bidang bina
lembaga kerukunan  beragama dan lembaga
keagamaan,

d. nylapan bahan koordinasi pencegahan masalah

tidakharmonisan umat beragama;

e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi i  bidang bina lembaga kerukunan
beragama dan lernbaga keagamaan; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di
bideng bina lembaga kerukunan beragama dan
lembaga keagamain.

Pasal 533
Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga
Keagamaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 534
Bidang Hurmonisasi Umat Beragama sebagaimana
dimaksud dmlam Pasal 530 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 535
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 534, Bidang Harmonisasi Umat Beragama
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang harmonisasi umat beragama;
b. penyiapan bahan penyusunan normna, standar,
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prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi umat
beragama;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang
harmonisas] umat beragama;

d. penyiapan bahan koordinasi penyelesalan masalah
ketidakharmonisan umat beragama,

e. pengembangan  komunikasi  terhadap  aliran
kepercaynan;
penyapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang harmonisasi umat beragama; dan

f penyiapan bahan pelaksannan evaluasi dan laporan di
bidang harmonisasi umat beragama.

Pasal 536
Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional.

Pasal 537
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
530 hurufl ¢ mempunyai tugas melakuknn pelayanan
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketotalaksanaan, keuangan, barang millk negara,
kerumahtanggsan, kearsipan, data, dan dokumentasi
pusat.

Bagian Kedua
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

Pasal 538

(1) Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas
Kementerian Agama yang berada di bawah dan
bertanggung juwab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal.

(2) Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu dipimpin
oleh Kepala.

Pasal 539
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan telnis serti
evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan
Khonghucu sesuai dengan  ketenfuan  persturan
perundang-undangan.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalum

Pasal 539, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

menyelenggarakan fungsi:

s perumusan kebijukan operasional di bidang bimbingan
masyarakat dan pendidikan Khonghucu;

b, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan
Khonghucu;

c. koordinasi bimbingan masyarukat dan pendidikan
Khonghucu,
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d. pemberian layanan bimbingan dan  pendidikan

¢, pelaksansan hubungan dengan lembaga Negarm,
lembagn pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;

. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di hidang
bimbingan masvarakat dan pendidikan Khonghucu;
dan

g  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumantanggaan.

Pasal 541
Susunan organisasl Pusat Bimbingan dan Pendidikan
Khonghucu terdin atas:
4. Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama
Khonghucu;
Bidang Pendidikan Khonghucu;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

o

Pasal 542

Bidang Bimbingan dan Kelembagsan Agama Khonghucu
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 541 huruf a
mempunyal tugas melaksanakan penyirRpan perumusan
dan pelaksanann kebifakan, peényusunan norma, standar,

. kriterin, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan
pelaporan  di  bidang bimbingan masyarakdt dan
kelembagaan agama Khonghucu.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud dalem

Pasal 542, Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama

Khonghucy menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, kaordinasi, dan
prlaksannan kebijakan teknis di bidang bimbingan
masyarakat dan kelembagaan agama Khonghucu,

b. penyiapsn bahan penyusunan norma, standar,
proscdur, den kriterin di  bidang bimbingan
masyurakat dan kelembagaan agama Khonghucw;

¢, penyiapan bahan pelaksanssn program di bidang
birnbingan masyarakat dan kelembagasn agama
Khonghucu,

d. penylapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang bimbingan masyarakat dan
kelembagaan agama Khonghucu; dan

e, pcnyhpmbahunpdnkmmmiunaidmlﬂpm'ﬁndi
bidang bimbingan masyarakat dan kelembagaan
agama Khonghucu. '

Pasal 544

Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama Khonghucu
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 545
Bidang Pendidikan Khonghucu sebagaimana dimaksud
dnlam Pasal 541 huruf b mempunyai tugas melaksanaken
penyviapan  perumusan dan  pelaksansun  kebijukan,
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penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kritaria,
bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan Khonghucu

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pusal 545, Bidang Pendidikan Khonghucu

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
agama dan keagamaan Khonghuieu;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama
dan keagamaan Khonghucou, .

¢. penyiapan bahan pelaksonoan program di bidang
pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu;

d. penyiapan bahan pelaksansan bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan
Ehonghecu, dan

e. penyiapan bahan pelaksenaan evaluasi dan laporan
pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu.

Pasal 547
Bideng Pendidikan Khonghucw terdiri atas Kelompok
Jubatan Fungsional.

Pasal 548
Subbagian Tata Usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal
541 huryf ¢ mempunyai tugas melakukan pelayanan
Urisan persuratan, perencanaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, keuangan, barang mibhk negara,
kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi
pusat.
BAB XVi
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 549
Pada Kementerian Agama dapat dibentuk dan ditetapkan
Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
peleksangannya dilakukan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 550

(1} Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungs Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sesuai dengan bidang keahlian dan keterumpilan.

(2) Dalam pelaksansan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional sesusi dengan ruang lingkup
bidang tugas dan fungsi Jabatin Pimpinan Tinggi
Pratama masing-masing.

(3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
sebagnimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas mengoordinasikan dan mengelola  kegiatan
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pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas
masing-masing,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 551
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 549, terdiri dari berbagal jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahhannya yang
nya sesuni dengan ketentuan peraturan

1g-undangan.

Jumish Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
beban kerja.

Tugas, Jjenis, dan jenjang Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud padas ayat (1)
distur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-
masing,

BAB Xvll
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 552

Untuk  menyelenggarakan tugas dan  fungsi
Kementerian Agama di daerah, dibentuk Kantor
Witayah Kementerian Agama di provinsi dan Kentor
Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur oleh Menteri setclah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 553
Untuk melaksanakan tugas teknis  operasional
dan/etau tugas teknis penunjang pada Kementerian
Agama, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan analisis
beban kerja.
Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
Organisasi dan Tata Kerjo Unit Pelaksana Teknis
scbagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan  Peraturan Menteri  setelah  mendapat
perserujuan tertulia dari  menteri  yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di  hidang
aparatur negara.
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BAB XIX
TATA KERJA

Pasal 554
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus
menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan kerfa yang efektl dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 555
Menteri menyampaikan |laporan kepada Presiden mengenai
hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sgama
secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 556

(1) Kementerian Agama harus melaksanakan analisis
jabatan untuk menghasilkan dokumen informasi
jabatan, menyusun dokumen peta jabatan dan
informasi faktor jabatan, menyusun dokumen standar
kompetensi teknis jabatan untuk menjadi bahan
penilaian kompetensi pegawai, melaksanakan analisis
beban kerja dan cvaluasi jabatan terhadap seluruh
jabatan, serta melaksanakan evaluasi kelembagasn
terhadap seluruh satuan kerja  di  lingkungan
Kementerian Agama.

{2) Pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan dokumen
peta jabatan dan  informasi  faktor jabatan,
penyusunan dokumen standar Kompetensi teknis
Jabatan, serta pelaksansan analisis beban kerja,
cvaluasi jabatan, dan evaluasi kelembagaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
oleh Sckretanat Jenderal secars terpusat dengan
metode pengelompokan (cluster) jabatan yang secara
teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro
yang menangani fungsi penataan organisasi dan tata
laksana,

(3) Ketentuan teknis pelaksanaan dan penyusunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Peraturan Menteri dan hasilnya ditetapkan  oleh
Keputusan Menteri.

{4) Hasil pelaksanaann dan penyusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai acuan
penataan organisasi, penataun sistem kerjn dan
tatalaksana, serta penataan dan pengembangan
manajemen sumber dsya manusia aparatur pada
Kementerian Agama.

Pasal 557

Setiap unsur di linglungan Kementerian Agama dalam
meclaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Kementerian Agama pada tingkat pusat,
instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis maupun dalam
hubungan dengan instansi di lnar kementerian sesuai
dengan tugas masing-masing.
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Pasal 558
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian
Aguuns bertanggung jawab memhnmn dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan,

Pasal 559
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian
Agama wajib mengawas: pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 560
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem
pengendalian  intern pemenntah  pada  masing-masing
untuk mewjudkan teriaksananya me kanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencansan,
pelaksanasn, dan peluporan kinerja yany terintegrasi.

Pasal 561
Setinp pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi  petuinjuk  serta  bertsnggung jawab kepada
amsan masing-masing dan menynmpaikan laporan kinerja
secara berkals tepat pada waktunya,

Pasal 562
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai
bahan untuk menvusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petuinjuk kepada bawshannye.

BABXX
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 563

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur
Jenderal, dan Kepaln Badan merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon
La.

[2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
atau jabatan struktural eselon Lb. )

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat,
Sckrotaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat
Jendera!l, dan Seckretaris Badan merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural
esclon [l.a.

(4) Kepala Bagimn, Kepala Subdirektorat, dan Kepala
Bidang merupakan Jabatan Admmistrator atau
jabatan struktural eselon [ILa.

{5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
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Pasal 564
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkst dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri,
Pejabat Fungsional diangiat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 565

Unit organisasi yang ditetapkan sebagal instansi
pembina jabatan fungsional di bidang agama, selain
melaksanakan tugas teknis utamanya  juga
melaksanakan  tugas pengelolaan teknis dan
administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang
tugasnyi.

Unit organisasi yang ditetapkan sebagai pembina
jabatan fungsional non-agama yang bekeria di
lingkungan Kementerian Agama, sebagal instansi
pengguna,  selain | melaksanakan tugas teknis
utamanyn juga melaksanakan tugas pengelolasn
administrasi jnbatan  fungsional sesuss  bidang
Lugnsnya,

Ketentuan lebih lanjut mengenal penetapan unait
organisas! vang menangani fungsi pembinaan jabatan
fungsional sebaguimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri,

Pasal 566

Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan
Barang/Jasa, karena sifat tugas dan fungsinya,
sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung
jawnb Unit Kerja  Pengadsan  Bamng/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Menteri  gesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 567
Kepala Biro Hubungin Masyarakat, Data, dan

Informasi, sesual dengan sifat tugas dan fungsinya
menjadi Pejabnt Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yang sclanjutnya disebut PPID di lingkungan
Kementertan Agama.

Ketentuan lebih lanjur mengenai tugas dan tanggung
jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 568
Bagan organisasi Kementerian Agama sebagaimana

tercantum’ dalam Lampiran vang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri inl.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 569

Pada saat Peraturan Menten ini mulai berlaku:

a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tatn Kerja Kementerian Agama dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum
diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Peraturan Menteri int;

b, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat ymng
memangky jabatan tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan bama
dan diangkat pejubat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini;

g.  satuan organisasi yang mengalami  perubahan
nomenklatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi,
perlu segera melakuksn penataan ndministrasi dan
tata leksana pads masing-masing, dengan ketentuan
bahwa proses pengalihan  sarana  prasarana,
ketenagnan, program, dan anggaran pada satuan
organisasi yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh
masing-masing pimpinan satuan kerja eselon I
berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama; dan

d. satusn kerja yang mengalami perubahan nomenkiatur
struktur organisasi, tugas, dan fungsi, perlu segers
menetapkan pejabatnya.

BAB XXIN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 570
Perubahan atas kedudukan, tugas, fungs), susunan
organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini
dintur oleli Menteri setelah terlebih dahulu mendapat
persetiijuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab
di bidang aparatur.

Pasal 571
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
indonesia ‘Tahun 2016 Nomor 1495), dicabut dan
dinyatakan tndak berlaku,

Pasal 572
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Diundangkan di
pada tanggal 19
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ted
YAQUT CHOLIL QOUMAS

Jakarta
September 2022

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 955

Salman sesnai dengan aslinra
Kementenan Aguma R
-~ Kepala Biro Hulum dan Kerja Sarma Luar Negeri
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